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PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Nomor 
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NIM.1617302038 

 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam 
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ABSTRAK 

Perjanjian Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974tengtang Perkawinan bahwa Perjanjian Perkawinan 

dapat dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, akan tetapi peraturan ini berubah 

dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan 

Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah Perkawinan sehingga tidak terjadi 

diskriminasi berupa pelabelan negatif atau stereotype yang dapat terjadi pada 

salah satu jenis kelamin. 

Metode penelitian adalah library research. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Sumber hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan studi pustaka dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisis Putusan MK Nomor 

69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan Perjanjian Perkawinan dapat dibuat 

sebelum atau setelah Perkawinan berlangsung, waktu berlakunya dan perubahan 

atau pencabutan Perjanjian Perkawinan yang nantinya juga berdampak kepada 

pihak ketiga.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perjanjian Perkawinan pada pra 

dan pasca putusan menghasilkan akibat hukum yang berbeda. Putusan MK Nomor 

69/PUU-XIII/2015 menjadikan terwujudnya kepastian hukum, yaitu adanya 

potensi kesetaraan dan keadilan gender yang berasaskan keadilan tanpa adanya 

diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki, Berdasarkan perspektif gender, 

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 penulis menunjukan bahwa yang 

menimbulkan permasalahan diskriminasi terhadap  perempuan dapat 

diminimalisir  dan menganggap sudah representatif terhadap kesetaraan dan 

keadilan gender.  

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan, gender 
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MOTTO 

Bersyukur dan Ikhlas 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 

bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut : 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S}ad S} Es (dengan titik di bawah) ص

 D}ad D} De (dengan titik di bawah) ض

 T}a T} Te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a Z} Zet (dengan titik di ظ

bawah) 
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 Ain ‘   Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق

 Hamzah     ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath{ah A A اََ

 Kasrah I I اَِ

 D{ammah U U اَُ

 

3. Ta marbu>t}ah 
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Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  

 Raud}ah al-at}fa>l : رَكْضَةَُالَْْطْفَاؿَِ

لَةَُ  Al-madi>nah al-fad}i>lah : الْمَدِيػْنَةَُالْفَضِيػْ

 Al-h}ikmah : الِحكْمَةَُ

 

4. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya  berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. Contohnya: 

 Ta’muru>na : تَأْمُرُكْفََ

 ’Al-nau : النػَّوْءَُ

 Syai’un : شَيْءٌَ

 Umirtu : أمُِرْتَُ

 
5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  

(dari Al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh:  Fi> Z}ila>l al-Qura’a>n, Al-sunnah qabl al-

tadwi>n. 
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6. Lafz al-jala>lah (الله) 

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau  berkedudukan sebagai mud}a>f ilahi (frasa  nominal),  

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: َِدِيْنَُالل : di>nulla>h , َِباِلل : billa>hi>>. 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: َهُمَْفَِْرَحَْْةَِالل : hum fi> rah}matilla>h. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

Komnas  : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

KDRT   : Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

PUU   : Putusan Undang-Undang 

MK   : Mahkamah Konstitusi 

BW   : Burgerlijk Wetboek 

KUHPer  : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

UU   : Undang-Undang 

PP   : Peraturan Presiden 

SK   : Surat Keputusan 

MA   : Mahkamah Agung 

Inpres   : Instruksi Presiden 

Kepmendagri  : Keputusan Menteri Dalam Negri 

UUP    : Undang-Undang Perkawinan 

PERMA  : Peraturan Mahkamah Agung 

hlm   : Halaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan kodratnya, manusia memiliki hasrat untuk selalu ingin 

hidup bersama, bersosial, saling berinteraksi serta ingin mempertahankan 

keturunan. Untuk tercapai semua keinginan itu manusia melakukan 

Perkawinan, Perkawinan dilakuan antara laki-laki dan perempuan yang 

memiliki dua jenis kelamin yang berbeda, biasanya didahului dengan 

saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.
1
 Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam Surat Ar- Rum (30): 21 

نَكُمََْكَجَعَلَََالَِيػْهَاَازَْكَاجًالتَّسْكُنػُوْاَانَػْفُسِكُمََْمِّنََْلَكُمََْحَلَقَََافَََْاٰيٰتِهََِنَْكَمَِ فََِْاِفَََّكَّرَحَْْةًََمَّوَدَّةًََبػَيػْ  

يػَّتػَفَكَّرُكْفَََلِّقَوٍَْـَلََٰيٰتََِذٰلِكَََ  
 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
2
 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi 

Perkawinan.
3
 Akan tetapi para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, 

dan Wiarda mendefinisikan Perkawinan sebagai suatu persekutuan antara 

seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup 

                                                             
1
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 

1981), hlm. 7 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Creative Media 

Group, 2009), hlm. 512. 
3
 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 4 



 
 

2 
 

bersama atau bersekutu yang kekal. Ikatan Perkawinan merupakan 

pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

waktu yang lama.
4
 

Setiap hubungan antara laki-laki dan perempuan apabila sudah 

melaksanakan akad Perkawinan maka secara otomatis ada ikatan hak dan 

kewajiban antara keduanya serta anak-anak yang lahir dari Perkawinan 

tersebut.
5
 Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, 

akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau 

tidaknya suatu Perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum 

agama dan kepercayaan masing-masing.
6
 

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu 

perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu 

yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah 

melakukan Perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu 

antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai 

harta benda Perkawinan serta penghasilan mereka.
7
 

Melihat zaman sekarang yang serba modern, manusia lebih sensitif 

dalam hal persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang banyak 

mempunyai pertimbangan dalam melakukan perhitungan terkait untung 

                                                             
4
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 23. 

5
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Kencana 
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atau rugi materi yang akan diperolehnya setelah diberlangsungkannya 

sebuah Perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga 

berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta 

kekayaan. Banyak calon suami istri yang menginginkan Perkawinan 

mereka mempunyai Perjanjian Perkawinan. Akan tetapi pada 

kenyataannya di masyarakat perbedaan gender melahirkan ketidakadilan 

gender, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal ini juga kaum 

perempuan yang cenderung lebih banyak menerima ketidakadilan. 

Ketidakadilan gender sendiri merupakan sistem dan struktur dimana baik 

kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti 

marginalisasi yaitu pemiskinan ekonomi, subordinasi yaitu penomor 

duaan, stereotipe atau pelabelan negatif, beban kerja lebih panjang dan 

lebih banyak atau double burden, dan kekerasan (violence). 

Berdasarkan data Profil Perempuan Indonesia 2019, terlihat bahwa 

perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tergambar dari 

angka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih 

rendah yaitu 51,88% dibandingkan angkatan kerja laki-laki sebesar 

82,69%. Rata-rata upah gaji bersih sebulan pekerja perempuan pun masih 

lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 2,39 juta rupiah banding 3,06 

juta rupiah.
8
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Kekerasan terhadap perempuan juga semakin kompleks dan 

beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di 

ranah domestik, publik dan negara. Selama 2019 jumlah kekerasan 

terhadap anak dan perempuan dalam catatan Komnas Perempuan sebesar 

406.178 kasus, mengalami peningkatan sekitar 14% dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya sebesar 348.446 kasus. Komnas Perempuan juga 

mencatat sepanjang tahun 2019, sedikitnya terjadi 11.105 kasus KDRT di 

Indonesia.
9
 Maka jelaslah, keluarga merupakan wilayah yang subur 

berlangsungnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan berbagai 

bentuk penyimpangan lainnya yang mencerminkan ketimpangan gender. 

Indonesia memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang 

melangsungkan perkawinannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan akibat hukum dari Perkawinan 

yaitu mengenai hubungan hukum di antara suami dan istri, terbentuknya 

harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta 

hubungan pewarisan. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 suami istri tidak bisa membuat Perjanjian Perkawinan setelah berada 

dalam status perkawinan, karena perjanjian tersebut harus dibuat sebelum 

perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan sehingga perjanjian 

tersebut juga tidak dapat diubah selama perkawinan. Akan tetapi kondisi 

masyarakat yang semakin demokratis kemudian berdampak pada 

implementasi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 
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Tahun 1974 yang menimbulkan permasalahan yang dapat dilihat dari 

adanya ketentuan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai waktu 

pembuatan Perjanjian Perkawinan yang harus dibuat sebelum atau saat 

perkawinan dilangsungkan membuat suami dan istri merasa dibatasi hak-

hak konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 

dalam hal kebebasan dua orang individu untuk melakukan atau kapan akan 

dilakukan perjanjian, dimana hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat 

(2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang 

berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan 

sikap, sesuai hati  nurani”.   

Dengan demikian pasal 29 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 

Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) Undang-

Undang dasar 1945 sehingga diadakanlah judicial review. Judicial review 

ini berawal dari kasus ike farida selaku WNI yang menikah dengan WNA 

tanpa memiliki perjanjian perkawinan. Oleh karena itu Mahkamah 

Konstitusi melalui putusannya dengan nomor 69/PUU-XII/2015 atas 

permohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang pokok agrarian dan UU No.1 Tahun 1974 telah membuat 

pengaturan baru mengenai perjanjian perkawinan dalam pasal 29 UU No.1 

Tahun 1974. Selain itu alasan lain yang menyebabkan suami-istri 

membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan adalah salah 

satu pihak suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia yang 

melaksanakan perkawinan dengan WNA, hal ini sesuai dengan Pasal 21 
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Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa WNI yang kawin 

dengan WNA tidak boleh memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Namun, 

WNI yang kawin dengan WNA tidak boleh memiliki hak miliki atas tanah 

di Indonesia karena menjadi harta bersama antara WNI dan WNA. Jadi 

dengan diterimanya permohonan judicial review ini memberikan kepastian 

hukum dan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi 

masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian 

dengan asas kebebasan berkontrak. Kerugian konstitusional tersebut diatas 

terjadi pada Ike Farida yang kemudian mengajukan permohonan judicial 

review ke MK terhadap  pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU No.1 

Tahun 1974, yang kemudian dikabulkan oleh hakim dalam dalil 

permohonannya Pemohon. 

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan ini diharapkan, laki-laki 

(suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai pemahaman yang 

benar terhadap hak, kewajiban, maksud dan tujuan Perjanjian Perkawinan 

sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa 

rahmah.
10

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, 

yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan Perjanjian 

Perkawinan yang sebelumnya Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat 

sebelum atau pada saat Perkawinan saja sekarang Perjanjian Perkawinan 

dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang Perkawinan. Dampak Putusan 

tersebut diharapkan tercapai tujuan bersama antara suami dan istri dalam 
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mengarungi kehidupan rumah tangga sehingga hak dan kewajiban antara 

suami dan istri berimbang dan saling melengkapi. Sehingga bentuk 

kekerasan dari yang paling ringan hingga berat dapat dilindungi dan 

dihormati kepemilikannya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan 

dan mengatasnamakan gender sebagai pembeda. 

Namun, di Indonesia perbincangan tentang perlu atau tidaknya 

diadakan Perjanjian Perkawinan dalam sebuah pernikahan menjadi 

perdebatan. Dalam perspektif perempuan, Perjanjian Perkawinan ini 

diperlukan untuk menjamin hak-hak kaum perempuan dan sekaligus 

menjadi perlindungan bagi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-

wenangan laki-laki(suami), akan tetapi bagi yang kontra menyatakan tidak 

perlu atau bahkan tidak boleh dilaksanakan karena Perjanjian Perkawinan 

tidak mempunyai dasar dalil-dalil yang qath‟i.
11

 

Pembacaan Perjanjian Perkawinan dianggap perlu bagi perempuan 

sebagai bentuk perlindungan atas haknya, sehingga tidak lagi muncul 

penguasaan suami atas istrinya. Sehinggga dari perbedaan pendapat inilah 

diperlukan kajian tentang Perjanjian Perkawinan bukan hanya dengan 

perspektif perempuan, tetapi lebih jauh lagi dengan menggunakan 

perspektif gender. 

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini mengkaji Perjanjian 

Perkawinan dalam perspektif keadilan gender dengan batasan kajian 

terhadap perlindungan hak-hak istri. Hal ini dilakukan dengan 
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pertimbangan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 

tujuan dari adanya Perjanjian Perkawinan tersebut sebagai upaya untuk 

menciptakan keluarga yang sakinah dengan saling terpenuhinya hak dan 

kewajiban masing-masing. 

Kajian dengan perspektif keadilan gender menuntut kepekaan yang 

kuat atau sensitivitas yang baik terhadap ketidakadilan gender seperti apa 

saja manifestasi atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender, siapa yang di 

untungkan atau di rugikan dan faktor apa yang menjadi penyebabnya. 

Untuk menguak ketidakadilan gender maka digunakan analisis gender, 

analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran, fungsi, 

tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi pada hak-hak istri yang 

mendapat ketidaksewenakan dari suami.
12

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya 

tulis ilmiah dengan judul proposal “PERJANJIAN PERKAWINAN 

PASCA PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF 

GENDER”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah 

penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan 

memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam 

judul skripsi ini. 
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1. Perjanjian Perkawinan 

Umumnya, Perjanjian peranjian Perkawinan biasa diartikan 

sebagai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dibuat 

secara tertulis, kemudian akan di sahkan oleh pegawai pencatat 

Perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga selama 

pihak ketiga tersangkut.
13

 Maksud dalam Perjanjian Perkawinan berisi 

tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, suatu Perjanjian 

antara dua orang suami istri yang disahkan oleh pegawai pencatat 

nikah dan  isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang yang 

dijanjikan. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 

Yang dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU- 

XIII/2015 yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu 

pembuatan Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya Perjanjian 

Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat Perkawinan 

saja sekarang Perjanjian Perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri 

sepanjang Perkawinan. 

3. Gender 

Menurut Mansour Faqih Gender dapat didefinisikan sebagai 

konstruksi sosial dimana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah 

dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya  dijadikan 

makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak 
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 Damanhuri, HR, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cet-

1,(Bandung: Mandar Maju,2007), hlm 7. 
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diberdayakan secara luas.
14

 Maksudnya, gender dapat diartikan sebagai 

bentu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. 

Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah 

dikonstriksikan atau dibentuk dimasyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas rumusan 

masalahnya adalah bagaimana Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK 

nomor 69/PUU- XIII/2015 perspektif gender? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian  ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK 

Nomor 69/PUU- XIII/2015 dengan pengetahuan kemasyarakatan 

melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat sebagai upaya 

merespon isu gender perjanjian perkawinan bisa dilakukan dengan 

kaidah hukum agar tidak terjadi diskriminasi berupa pelabelan negatif 

terhadap salah satu jenis kelamin.. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pemikiran untuk: 
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a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai 

pengembangan hukum Islam  khususnya mengenai hukum 

keluarga Islam yakni masalah Perjanjian Perkawinan tentang 

Perjanjian Perkawinan pasca Putusan MK nomor 69/PUU-

XIII/2015 perspektif keadilan gender yang terjadi di masyarakat. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian 

kecil dari saran-saran atau masukan untuk kelangsungan keluarga 

yang sakinah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan 

memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji 

akademis dalam bidang hukum keluarga. 

E. Tinjauan Pustaka 

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama 

membahas tentang Perjanjian Perkawinan. Sebelum itu penulis telah 

menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu dalam 

menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada 

dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti 

sebelumnya. 

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan 

sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis 

kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu: 
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Jurnal Sulikah Kualaria (2015) yang berjudul “Perjanjian 

Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam 

Perkawinan”. Jurnal ini lebih fokus mengkaji tentang Perjanjian 

Perkawinan secara umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Bahasan utama pada jurnal ini lebih pada bagian perlindungan hukum bagi 

para pihak dalam Perkawinan. Sedangkan penulis menuliskan tentang 

bagaimana akibat hukum Perjanjian Perkawinan setelah adanya Putusan 

MK  dengan perspektif gender.
15

 

Skripsi Hefina Damayanti (2017) yang berjudul “Pelaksanaan 

Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”. 

Skripsi ini membahas tentang perjalanan atau pratik Perjanjian Perkawinan 

campuran setelah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta 

penulis membahas tentang Perjanjian Perkawinan membahas pelaksanaan 

Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

69/PUU/XIII/2015 dengan analisis manifestasi ketidakadilan gender.
16

 

Skripsi Rosianah (2018) yang berjudul “Persepsi Masyarakat 

Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan”. Pada skripsi ini 

penulis berusaha mencoba mengeluarkan persepsi masyarakat terkait 

Perjanjian Perkawinan karena dinilai masyarakat kelurahan Kaliawi masih 

tabu dengan istilah Perjanjian Perkawinan. Skripsi ini menggunakan 

metode field research atau menggunakan metode lapangan. Sedangkan 
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penulis membahas Perjanjian Perkawinan pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dengan metode library research .
17

 

Skripsi Indra Pratama (2017) yang berjudul “Perjanjian 

Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan 

Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Perkawinan dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Bentuk 

Perjanjian yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 

tiga yaitu: kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan peniadaan 

kebersamaan harta sedangkan dari Hukum Islam ada dua: taklik talak dan 

Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan penulis 

sama-sama menulis dengan bersumber Perjanjian yang bersumber dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum islam, tetapi lebih 

difokuskan pada Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.  
18

 

Skripsi Putri Safitri (2020) yang berjudul “Perjanjian Perkawinan 

Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan 

Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 

69/PUU/XIII/2015”. Skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang Perjanjian 

Perkawinan dengan melindungi perempuan pada Perkawinan campuran 

(Perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Asing). 

Sdangkan penelitian penulis membahas Perjanjian Perkawinan perspektif 
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gender tidak hanya untuk Perkawinan campuran tetapi isi Perjanjian 

Perkawinan apakah sudah mewujudkan kesetaraan atau masih adanya 

ketidakadilan gender.
19

 

F. Sistematika Pembahasan 

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, 

bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian 

ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun uturan pembahasannya 

sebagai berikut : 

 Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan 

pentingnya penelitian ini dilakukan Menguraikan keadaan atau hal-hal 

yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu 

bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang 

bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. 

Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni 

bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak 

menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni 

menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga 

menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni 

yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini 

bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu 
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bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan 

menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode 

penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau step dan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama 

pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran. 

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-

teori yang mencakup mahar baik dari pengertian, dasar hukum maupun 

pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul 

skripsi yang penulis sajikan. 

 Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Bab ini me njelaskan 

tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Bab keempat, pandangan tokoh agama mengenai hukum hutang 

mahar yang tidak dipenuhi suami setelah pernikahan. Dalam bab ini 

mencangkup sejarah Perjanjian Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan 

pasca Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 perpektif keadilan gender. 

 Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan 

penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari 

penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab 

singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. 

Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah 

dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap 
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masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih 

kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait 

Perjanjian Perkawinan atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

tulis.
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BAB II 

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN 

MANIFESTASI KETIDAKADILAN GENDER 

A. Perjanjian Perkawinan 

1. Pengertian Perjanjian  

Hukum Perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). 

Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu “suatu Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih”. Dalam ketentuan pasal 1313 

KUHPerdata bahwa Perjanjian dapat diartikan, “adanya janji antara 

seorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, dan adanya 

hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbulah perikatan, 

karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga 

sebaliknya”. Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan secara sederhana 

tentang pengertian Perjanjian yang menggambarkan tentang adanya 

dua pihak yang saling mengikatkan diri. Maksudnya bahwa satu pihak 

mengikatkan diri kepada pihak lain, maka yang dimaksud hanyalah 

Perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan adanya dua pihak yang saling 

mengikatkan diri, maka Perjanjian ini meliputi baik Perjanjian sepihak 

maupun Perjanjian dua pihak.
20

 Perjanjian menimbulkan perikatan 

diantara dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu 

hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang 

                                                             
20

 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW) ( Jakarta:PT.Raja Grafindo Persad, 2008), hlm 63-64 



19 
 

19 
 

atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain 

berkewajiban atas sesuatu
21

. Maka Perjanjian inilah yang juga terlihat 

dari Perjanjian Perkawinan, dimana adanya Perjanjian yang dibuat oleh 

suami istri setelah Perkawinan mereka menjadi dasar hukum bagi 

suami istri tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai undang-

undang bagi keduanya dan juga bagi pihak ketiga yang terkait dalam 

Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan tersebut. 

2. Syarat Sahnya Perjanjian 

 Suatu Perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para 

pihak apabila telah memenuhi syarat sahya suatu Perjanjian, dalam 

pasal 1320 KUHPerdata: 

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok setiap 

Perjanjian dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu : 

1) Syarat subyektif, yaitu syarat yang berhubungan dengan subyek 

Perjanjian yang terdiri dari: 

a) Kesepakatan 
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Sepakat yang dimaksud adalah pihak-pihak yang 

mengadakan Perjanjian itu harus sepakat mengenai hal pokok 

dari Perjanjian yang diadakan. 

b) Kecakapan 

Syarat kedua adalah kecakapan, dalam ketentuan pasal 

1329 KUHPerdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua 

orang dianggap cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu 

persetujuan. 

2) Syarat Obyektif, syarat yang berhubungan dengan obyek Perjanjian 

dari suatu hal tertentu dimana ketentuan untuk suatu hal tertentu ini 

menyangkut obyek hukum atau mengenai bendanya. Ketentuan 

pasal 1333 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa syarat itu tidak 

hanya obyeknya saja tetapi juga meliputi benda-benda yang 

jumlahnya pada saat dibuatnya belum ditentukan. Dan syarat 

Perjanjian dalam KUHPerdata dijelaskan dalam pasal 1335 sampai 

dengan 1337, yaitu sebab yang yang halal maksudnya isi dari 

Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
22

 

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan 

Dalam hukum Islam, Perjanjian dipahami sebagai istilah akad, 

yang mana berasal dari bahasa arab yakni “al-aqd” yang berarti 
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mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sedangkan dalam 

bahasa Indonesia, Perjanjian berasal dari kata “janji” yang berarti 

kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Kemudian, menurut 

Istilah, Perjanjian merupakan sebuah perikatan antara ijab dan kobul 

dengan cara yang dibenarkan oleh syara‟ yang dapat menetapkan 

adanya sebuah akibat-akibat hukum pada objeknya. Perikatan juga 

dapat diartikan suatu ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak atas 

urusan atau perkara tertentu yang dimulai oleh salah satu pihak 

kemudian mendapat persetujuan dari pihak yang lain sehingga 

menyebabkan adanya keterikatan antara keduanya.
23

 Secara historis, 

hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia 

sebagaimana hukum keluarga yang merupakan hukum Islam menjadi 

hukum positif. Hukum Islam menjadi hukum yang masih berlaku dan 

menjadi pegangan ditengah-tengah mayoritas masyarakat dari dahulu 

sampai sekarang di Indonesia.
24

 

Perjanjian Perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan definisi terkait Perjanjian 

Perkawinan secara tegas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dalam pasal 1 yang berbunyi: 
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“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.”
25

 

 

 Perjanjian Perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1-4 

dalam ayat 1 yang berisikan tentang teknis pembuatan Perjanjian 

Perkawinan, Perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau 

pada saat Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah 

pihak. Dimana Perjanjian dilakukan secara tertulis, disahkan oleh 

pegawai pencatat nikah dan istrinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang dijanjikan. 

Pasal 139 KUHPerdata Perjanjian peerkawinan adalah suami 

istri berhak membuat Perjanjian Perkawinan dari peraturan perundang-

undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal Perjanjian itu tidak 

menyalahi tata sosial yang baik atau tata tertib umum. Dari pengertian 

tersebut dapat diuraikan bahwa Perjanjian Perkawinan sebenarnya 

persetujuan antara suami istri untuk mengatur akibat Perkawinan 

terhadap harta kekayaan mereka. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum Perkawinan 

pasal 47 adalah Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon 

mempelai pada waktu atau pada saat Perkawinan berlangsung yang 

disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta 

dalam Perkawinan.
26

 Selain itu, Perjanjian dapat juga diartikan sebagai 
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pernyataan yang menyatakan terkait ketersediaan dan juga 

kesanggupan untuk berbuat atas sesuatu seperti menolong, memberi 

kehendak, datang bertemu, yang terjadi antara kedua belah pihak yang 

masing-masing menyatakan atas kesanggupan dan ketersediaan 

tersebut dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Dengan kata lain, berjanji adalah menyatakan bersedia dan sanggup 

untuk berbuat sesuatu kepada yang lain, baik itu menolong ataupun 

yang lainnya antara pihak yang lain. Perjanjian menjadi sebuah 

kesepakatan atau persetujuan bersama baik berbentuk lisan maupun 

tulisan yang harus ditepati bersama atas kesepakatan yang telah 

dibuat.
27

 

Dalam hal ini, Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab 

disebut dengan 2 kata yakni nikah dan zawaj, dari kedua kata tersebut 

sering muncul dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Menurut para ahli, 

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu Perjanjian yang diadakan 

oleh dua orang atau pihak yang dalam hal ini adalah Perjanjian antara 

seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil berupa 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam 

Pancasila sila yang pertama. Kemudian, menurut Ali Afandi, 

Perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan yang mana 

dalam hal ini memiliki ketentuan-ketentuan serta ciri-ciri tertentu yang 
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harus terpenuhi.
28

 Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan, 

yaitu : 

a. Dibua lt untuk melindungi seca lral hukum terhalda lp semual ha lrtal 

bendal ya lng dimiliki oleh sua lmi istri, balik ha lrtal ba lwa la ln malsing-

malsing piha lk ma lupun ha lrtal bersalma l. 

b. Seba lga li pega lnga ln ya lng menga ltur halk da ln kewaljialbaln malsing-

malsing piha lk tentalng ma lsa l denga ln rumalh talngga l merekal, balik 

mengena li pendidikaln a lnalk, usa lha l, tempa lt tingga ll, da ln laling-la lin 

sepa lnjalng tida lk bertentalnga ln denga ln hukum ya lng berla lku, a lda lt 

istialda lt daln kesusilala ln. 

c. Melindungi a lnggota l kelualrga l da lri alnca lmaln tindalk kekeralsa ln 

da llalm rumalh talngga l.
29

 

Ketentua ln-ketentualn ya lng terteral da llalm Ba lb V Pa lsa ll l29 

Unda lng-unda lng Nomor 1 Ta lhun 1974 tentalng Perja lnjialn 

Perka lwinaln,
30

 ya litu: 

a. Sa la lt altalu sebelum Perkalwina ln dilalngsungka ln, pa lsa lnga ln a lta ls 

kesepalka ltaln merekal boleh membualt kesepalka ltaln tertulis ya lng 

dilega llkaln oleh petuga ls pencaltalt Perka lwina ln daln berefek juga l pa ldal 

pihalk terkalit. 
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b. Kesepa lka lta ln tersebut tidalk boleh dilega llka ln melenceng da lri 

hukum, kesusilala ln daln a lga lma l. 

c. Sejalk Perka lwinaln dilalngsungka ln, Perjalnjialn tersebut sudalh 

berlalku 

d. Selalma l dallalm kesepalkalta ln tersebut tidalk da lpalt diubalh, kecualli aldal 

kesepalka ltaln kedualnya l untuk merubalh da ln tidalk a lda l pihalk ya lng 

dirugika ln. 

Na lmun Perjalnjialn Perka lwina ln tetalp merupalka ln sua ltu 

Perjalnjialn ya lng ha lrus dibua lt denga ln menda lsa lrkaln  sya lra lt umum ya lng 

berlalku untuk dalpa lt sa lhnya l sua ltu Perjalnjialn. Da lla lm palsa ll 1338 

KUHPerda lta l a lya lt (1) ya litu  semua l Perjalnjialn ya lng dibua lt secalra l sa lh 

sesua li dengaln unda lng-unda lng ya lng berla lku sebalga li undalng-unda lng 

ba lgi merekal ya lng membualtnya l. Da llalm  pa lsa ll tersebut dialrtikaln balhwa l 

setialp oralng da lpa lt secalra l bebals membualt Perjalnjialn selalma l memenuhi 

sya lra lt sa lhnya l Perja lnjialn. Sya lra lt-sya lra lt Perjalnjialn Perka lwina ln suda lh 

dialtur da llalm palsa ll 29 Unda lng-unda lng Perka lwinaln,
31

 ya litu: 

a. Pa lda l wa lktu altalu sebelum Perkalwina ln dila lngsungka ln kedua l belalh 

pihalk a lta lu persetujualn bersalma l da lpalt menga ljuka ln Perjalnjialn 

tertulis ya lng disa lhka ln oleh pega lwa li penca ltalt Perkalwina ln, berlalku 

juga l terhalda lp pihalk ketiga l 
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b. Perka lwinaln tersebut tidalk dalpa lt disalhkaln jikal melalngga lr ba ltals-

ba ltals hukumnya l, a lga lma l da ln kesusilala ln. 

c. Perjalnjialn tersebut dimulali berlalku seja lk Perkalwina ln 

dilalngsungka ln. 

d. Selalma l Perkalwina ln dilalngsungka ln Perja lnjialn tersebut tidalk dalpa lt 

diubalh, kecualli kedual belalh pihalk a ldal persetujualn untuk 

menguba lh da ln perubalhaln tidalk merugi lka ln pihalk ketiga l. 

Perjalnjialn Perka lwina ln da llalm literalture fiqih sering denga ln 

istilalh Perjalnjialn pra lnikalh. Perja lnjialn Perka lwinaln da lpa lt dialrtikaln 

seba lga li Perjalnjialn ya lng dibua lt oleh callon sua lmi dengaln ca llon istri 

pa ldal wa lktu Perka lwinaln belum dilalngsungka ln. Perja lnjialn tersebut 

dilalngsungka ln denga ln dicalta lt oleh pega lwa li pencaltalt daln isinya l 

berlalku untuk pihalk ketiga l selalmal Perjalnjialn tersebut. Perjalnjialn 

Perka lwinaln juga l sering diidentikaln denga ln istilalh talklik ya lng beralrti 

mengga lntungka ln da ln ta llalk ya lkni menceralika ln. Menurut 

pengguna la lnnya l, di Indonesia l ta lklik tallalk a ltalu Perja lnjialn Perka lwinaln 

ialla lh Perjalnjialn ya lng dibua lt a ltalu diikralrka ln sua lmi paldal sa la lt 

Perka lwinaln seda lng dila lngsungka ln a lta lu da lpalt juga l dia lrtikaln terjaldinya l 

perceralia ln alntalra l sua lmi daln istri ya lng diga lntungka ln kepalda l sesua ltu 

ya lng dibua lt da ln disepa lkalti pa ldal sa la lt a lka ld nikalh.
32

 Perja lnjialn da llalm 

kitalb fiqh tidalk ditemukaln, ya lng a lda l ha lnya lla lh persya lra lta ln dallalm 

Perka lwinaln alta lu denga ln kaltal lalin Perka lwinaln ya lng dipersya lra ltka ln. 
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Buka ln soa ll salhnya l Perka lwina ln alka ln tetalpi persya lra ltaln ya lng di 

ucalpka ln di lualr a lkald nikalh. Sya lra lt-sya lra lt dalla lm membualt persya lra lta ln 

a ltalu Perjalnjialn ialla lh: 

a. Ula lmal sepalka lt, jikal sya lra lt-sya lra lt ya lng disepalka lti sesuali dengaln 

malksud da ln tujualn Perka lwinaln. 

b. Sya lra lt-sya lra lt tersebut bermalnfa la lt balgi ca llon istri. 

c. Alda lpun Perka lwina ln ya lng disya lra ltka ln, supa lya l menceralikaln ca llon 

istri ya lng ba lka ll menjaldi maldu balgi ca llon istri ya lng ba lru malkal 

empalt maldza lb sepa lka lt balhwa lsa lnya l sya lra lt tersebut baltall daln tida lk 

wa ljib menuruti. 

d. Perjalnjialn untuk tida lk mendalpa ltkaln keturuna ln a ldalla lh menya lla lhi 

kodra lt daln menya lla lhi halkeka lt Perkalwina ln. 

e. Sya lra lt-sya lra lt ya lng membalta llkaln tidalk wa ljib dituruti alka ln tetalpi 

Perka lwinalnnya l tetalp sa lh.33 

Da lsa lr dalri alda lnya l Perjalnjialn Perkalwina ln dalla lm hukum Isla lm 

ya lng menga ltur secalral khusus da ln tega ls tidalk aldal, na lmun Isla lm 

menga ltur Perjalnjialn seca lral umumnya l, sebalga lima lnal ya lng termalktub 

da llalm Q.S. A ll-Malidalh (5) :1,
34

 ya lng berbunyi : 

يَػُّهَاَياَ نَََا  كَْفػُوْاَامَنػُوْاَالَّذٍي  حُِلَّتََْبلِْعُقُوْدََِا  َِـَلَكُمََْا  نػْعَا ََ غَيػْرَمُُِلِّىَعَلَيْكُمََْيػُتػْلٰىَمَاَالََََّبََِمَةُالََْ   

نَػْتُمََْكَََصَّيْدَِلاَ يرُيِْدََُمَاَيََكُمََُاللّٰهَََافَََّحُرَُُـَا   
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 “Wa lha li oralng-ora lng ya lng berima ln! Penuhilalh jalnji-ja lnji.” 

 

Ka lrena l, a lda l beberalpa l tujualn da lri a lda lnya l Perka lwina ln menurut 

hukum Isla lm,
35

 dialnta lralnya l ia llalh: 

a. Berba lkti kepaldal Alllah SWT 

b. Memenuhi altalu mencukupkaln kodra lt hidup ma lnusial ya lng menja ldi 

hukum balhwa lsa lnya l a lntalra l lalki-la lki da ln perempualn salling 

membutuhkaln 

c. Mempertalhalnka ln daln melestalrikaln keturuna ln umalt malnusia l 

d. Melalnjutkaln perkembalnga ln da ln ketentralmaln hidup roha lnialh 

e. Mendekaltka ln daln salling menimbulkaln pengertialn alnta lr golonga ln 

malnusia l untuk menjalga l kela lngsunga ln hidup semual ma lkhluk. 

4. Perkembalnga ln Perja lnjialn Perkalwina ln di Indonesial 

a. Perjalnjialn Perka lwinaln da llalm KUHPerda lta l 

Pera lturaln perdalta l  ya lng a lda l di Indonesial perta lmal ka lli 

a ldalla lh KUHPerda ltal. Da llalm KUHPerda ltal dijelalska ln balhwa l 

Perjalnjialn Perka lwina ln dibualt oleh notalris, setelalh itu didalfta lrkaln 

da llalm dalftalr khusus di penga ldilaln negri tempalt Perkalwina ln 

dilalngsungka ln. Perja lnjialn Perka lwinaln juga l berlalku untuk pihalk 

ketiga l palda l ha lri dimalnal Perja lnjialn Perkalwina ln didalftalrka ln da llalm 

da lftalr umum dikepalnitrala ln penga ldilaln negri tempalt 

berlalngsungnya l Perka lwinaln. Seda lngka ln selalmal Perka lwina ln 

disebut tuntutaln pemisalh ha lrta l. Tuntuta ln pemisalh ha lrtal ha lnya l 
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da lpalt dilalkukaln oleh istri. Tuntutalnnya l dialjuka ln dipengaldilaln da ln 

dumumkaln secalral terbukal. Tuntutaln tersebut jugal da llalm beberalpal 

ha ll, dialntalra lnya l sua lmi denga ln kela lkuka ln buruk melalkukaln 

pemborosaln terhaldalp ha lrtal bersalma l altalu istri talkut kehilalnga ln ha lk 

ka lrenal sua lmi tidalk benalr da llalm pengurusa ln halrta l.
36

 

b. Perjalnjialn Perka lwinaln da llalm UU Nomor 1 Talhun 1974 tentalng 

Perka lwinaln 

Pa lda l Jalnua lri Talhun 1974 terbit UU No.1 Talhun 1974 tentalng 

Perka lwinaln. Pa lsa ll 66 Undalng-Unda lng Perka lwinaln ya lng menga ltur 

sega lla l sesua ltu ya lng berhubunga ln denga ln unda lng-unda lng ini ma lkal 

KUHPerda lta l daln ya lng la lin suda lh tidalk berlalku. Da llalm Pa lsa ll 67 

Unda lng-unda lng tersebut berlalku sa ltu ta lhun kemudialn da ln dialtur 

da llalm peralturaln pelalksa lna l,ya litu PP No.9 Talhun 1975. 

Kemudia ln muncul SK MAl tentalng pelalksa lna laln Unda lng-

Unda lng Perka lwina ln. Da llalm SK tersebut sa llalh sa ltunya l berisi 

mengena li pencalta ltaln Perka lwina ln. Talta l calra l Perka lwinaln, a lkta l 

Perka lwinaln, pembaltallaln Perka lwinaln, wa lktu tunggu da ln beristri lebih 

da lri saltu telalh mendalpa ltkaln a lturaln. Inti dallalm PP tersebut tidalk 

menga ltur mengenali Perjalnjialn Perkalwinaln alta lupun halrtal Perka lwinaln. 

Kemudia ln dalla lm pralktiknya l, ba lnya lk kebingunga ln mengena li halrta l 

gono gini da ln ba lwa laln. 
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c. Perjalnjialn Perka lwinaln da llalm Kompila lsi Hukum Isla lm 

Pa lda l Talhun 1991 terbit Inpres mengena li Kompila lsi Hukum 

Isla lm, sehingga l a ldal ya lng menga ltur mengenali Perjalnjialn 

Perka lwinaln. Untuk ya lng bera lga lma l Isla lm, mengguna lka ln 

Kompila lsi Hukum Isla lm Pa lsa ll 45-52. Jikal Undalng-Unda lng 

Perka lwinaln, tidalk termalsuk ta lklik tallalk, talpi da llalm Kompila lsi 

Hukum Isla lm bentuk Perjalnjialn Perkalwina ln berisi talklik tallalk. 

d. Perjalnjialn Perka lwinaln Pa lsca l Putusaln MK Nomor 69/PUU-

XIII/2015 

Pa lda l Oktober 2016, Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi kelua lr, 

da llalm Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi tersebut, Perjalnjialn Perka lwinaln 

boleh dibualt kalpa lnpum, balik sebelum alta lu selalma Perkalwina ln. 

Na lmun, ketikal Perjalnjialn tersebut dibualt selalma l Perka lwinaln, ma lka l 

Perjalnjialn tersebut tidalk boleh dibualt untuk merugika ln pihalk ketigal. 

Putusa ln ini terdalpa lt kekuralnga ln, dimalna l dalla lm Putusaln ini 

Perjalnjialn Perkalwina ln halnya l dicalta ltkaln da llalm Perjalnjialn Perka lwinaln 

a ltalu notalris, sehingga l tida lk alda l pengumumaln ba lgi piha lk ketigal 

a lpalbilal a ldal pa lsa lnga ln ya lng ha lnya l membualt di notalris.  

5. Fungsi Perja lnjialn Perkalwina ln 

Perjalnjialn Perka lwinaln merupalka ln balgia ln dalri a ldalnya l proteksi 

terhalda lp ha ll-ha ll ya lng mungkin sa lja l da lpa lt terjaldi dikemudialn ha lri. 

Perjalnjialn Perka lwina ln berperaln seba lga li penginga lt sa lja l ya lng henda lk 

melalkukaln penyelewenga ln. Ha ll tersebut merupalkaln bentuk 
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perlindunga ln balgi pa lsa lnga ln sua lmi daln istri dallalm kehidupaln rumalh 

talngga l. Sebelum kedualnya l melalngsungka ln Perka lwinaln, Perja lnjialn 

Perka lwinaln ha lrus dibua lt kedualnya l ka lrenal untuk menjalga l ruma lh 

talngga l ya lng dija llalni sertal melindungi setialp halk-ha lk da ln kewaljibaln 

ka lrenal Perjalnjialn tersebut telalh mengikalt kedualnya l. Na lmun, balnya lk 

da lri kalla lnga ln ma lsya lra lka lt ya lng belum mengetalhui fungsi Perja lnjialn 

Perka lwinaln ya lng menga lkiba ltka ln balnya lknya l perceralialn daln kekeralsa ln 

da llalm rumalh talngga l.
37

 

Kura lngnya l pengeta lhualn terkalit Perjalnjialn Perkalwina ln ditenga lh 

malsya lra lka lt menga lngga lp ba lhwa lsa lnya l ha ll tersebut tidalk la lzim untuk 

dilalkuka ln meskipun telalh dialtur dalla lm Unda lng-Unda lng Perka lwina ln. 

Ma lsa llalh Perka lwina ln ya lng dipa lha lmi ma lsih terkalit denga ln a lda lnya l 

hukum alda lt ya lng menyeba lbka ln semual ha ll terkalit denga ln pengertialn 

Perka lwinaln daln ha ll-ha ll ya lng la lin dallalm Perkalwina ln malsih terkalit 

denga ln hukum a lda lt ya lng berla lku. Denga ln a lda lnya l ha ll ini, sa lnga lt 

berpenga lruh dalla lm menjallalni ba lhteral Perkalwina ln ya lng 

menga lkibaltka ln ba lnya lknya l ma lsa lla lh ya lng terjaldi daln tida lk berlalngsung 

lalma l. Peraln da ln fungsi da lri alda lnya l Perjalnjialn Perkalwina ln a ldallalh 

untuk memberikaln kejelalsa ln terkalit hall-ha ll ya lng na lntinya l dija llalni 
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bersa lmal seperti halk da ln kewaljibaln sertal menga ltur halrtal bendal ya lng 

na lntinya l dikelolal da llalm Perkalwina ln.
38

 

Ba lhtera l Perka lwinaln buka ln ha lnya l soa ll menya ltunya l dua l insa ln 

da llalm saltu ikaltaln ya lng sa lh, a lka ln tetalpi juga l alda l berbalga li malsa llalh-

malsa lla lh ya lng timbul daln halrus dia lmbil kepautusaln bersalmal untuk 

menyelesa lika lnnya l, dialnta lralnya l ya lkni: 

a. Terkalit pemisalha ln halrta l kekalya la ln 

b. Ha lrta l ya lng diba lwa l istri sebelum menikalh, ha lrtal ba lwa la ln, a ltalu ha lrta l 

wa lrisa ln tidalk calmpur denga ln halrta l sua lmi 

c. Alda lnya l pemisa lhaln hutalng 

d. Istri a lka ln terhindalr da lri kekeralsa ln da llalm rumalh talngga l ba lik secalra l 

fisik malupun non fisik 

e. Alpa lbila l istri mempunya li perusa lhala ln, ma lka l ial da lpa lt bekerjal sa lmal 

denga ln sua lmi kalrenal tidalk a lda l penya ltua ln ha lrtal  

f. Istri bisa l terlindungi dalri pralktik poliga lmi ya lng dila lkukaln sua lmi.39 

Denga ln a lda lnya l Perja lnjialn Perka lwina ln, selalin seba lga li 

penyelesa lialn da ln menjalmin halk-ha lk perempualn, juga l terhindalr da lri 

sika lp diskriminaltif daln kesewena lng-wena lnga ln sua lmi terhalda lp istri. 

Perjalnjialn Perka lwinaln da lpalt menimbulka ln: pertalmal, sika lp sa lling 

terbukal a lntalra l sua lmi daln istri balik da llalm ha ll keualnga ln ma lupun ya lng 

lalinnya l. Denga ln begitu ruma lh ta lngga l da lpalt berjallaln seba lga lima lnal 
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tujualn pernikalha ln. Kedual, menghindalrka ln diri dalri malksud buruk 

pa lsa lnga ln ya lng ha lnya l menginca lr kekalya la ln. Denga ln begitu a lka ln 

melindungi halrtal. Ketigal, ta lnggung jalwa lb kepa ldal a lna lk ya lng 

dihalsilka ln dallalm pernikalha ln. Denga ln begitu, alkaln memenuhi 

kesejalhteralaln a lna lk. Keempalt, istri daln a lna lk dalpa lt terhindalr da lri 

perilalku semenal-mena l daln kekeralsa ln dalla lm rumalh talngga l da lri sualmi 

ya lng tida lk bertalnggung ja lwa lb. Denga ln begitu, a lka ln menjalga l keutuha ln 

kelualrga l. Kelimal, istri dalpa lt terhindalr da lri kekeralsaln ba lik fisik 

malupun non fisik. Denga ln begitu, istri da lpalt mengemba lngka ln 

kemalmpualnnya l untuk bekerjal, sekolalh la lgi da ln la linnya l.
40

  

B. Teori Tentalng Gender 

1. Pengertia ln Gender 

Dalam pandangan Mansour Fakih, gender dipengaruhi oleh banyak 

hal, seperti nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial dan politik.  Denger 

dikonstruksikan  baik sengaja maupun tidak sengaja dan disosialisasikan 

pertama kali melalui keluarga dan lingkungan sosial. Gender dipa lha lmi 

seba lga li perbedala ln jenis kelalmin ya lng buka ln disebalbka ln kalrena l biologis 

da ln kodralt dalri Tuhaln. Alka ln tetalpi perbedala ln tersebut timbul kalrenal 

a ldalnya l proses sosia ll budalya l ya lng terja ldi. Denga ln a ldalnya l proses ya lng 

pa lnjalng da lri sosia ll buda lya l ya lng dia llalmi lalki-la lki da ln perempualn 

menjaldikaln a ldalnya l perbeda laln perilalku ya lng dila lkuka ln. 
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Menurut Fa lkih, gender da ln sex memiliki perbedala ln ya lng mema lng 

ha lrus dibedalka ln da llalm memalha lminya l. Gender ia llalh sifa lt ya lng melekalt 

pa ldal la lki-la lki daln perempualn da ln dalpa lt dipertukalrka ln. Seda lngka ln sex 

ialla lh pemberialn dalri Tuhaln ya lng tida lk dalpa lt dipertukalrkaln a lntalra l lalki-la lki 

da ln perempualn.
41

 

Selalin itu, gender jugal da lpa lt dipalha lmi sebalga li pembedala ln peraln, 

a ltribut, sikalp a ltalu perilalku ya lng tumbuh da ln berkembalng da lla lm ka llalnga ln 

malsya lra lka lt da ln dialngga lp pa lnta ls untuk la lki-la lki daln perempualn. Ka lrena l 

pa ldal umumnya l, gender mengalcu palda l peraln da ln talnggung ja lwa lb ya lng 

dibebalnka ln kepalda l lalki-la lki da ln perempualn ya lng diciptalka ln da ln 

terinternallisalsi da lla lm kebialsa laln seha lria ln, da llalm buda lya l ma lsya lra lka lt ya lng 

hidup termalsuk juga l ha lra lpaln-ha lra lpa ln balga limalnal seha lrusnya l la lki-la lki daln 

ba lga limalna l sehalrusnya l perempua ln.
42

 

Memalng seca lral umum, gender diguna lka ln untuk mengidentifikalsi 

a ltalu membedalka ln alntalra l lalki-la lki daln perempualn dalri segi sosia ll buda lya l, 

na lmun pembalhalsa ln terkalit studi gender lebih menekalnka ln paldal 

malsculinity altalu femity dalri seseoralng. Menurut Na lsa lruddin Umalr, istilalh 

gender ra lmali pa ldal ta lhun 1977 ya lng pa lda l sa la lt itu kalum feminis di London 

tidalk lalgi mengguna lka ln isu-isu terkaiiiiiit paltrialrchall altalu sexist, alka ln tetalpi 

lebih menga lcu palda l wa lca lnal gender. Ha ll tersebut ka lrenal memalng 
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malsya lra lka lt belum begitu mempermalsa lla lhka ln peraln a lnta lral la lki-la lki da ln 

perempualn daln ha ll tersebut malsih dialngga lp sebalga li sua ltu ya lng wa lja lr.
43

 

Seda lngka ln da llalm Kepmenda lgri No. 132 menga ltalka ln ba lhwa lsa lnya l 

gender ia llalh konsep ya lng menga lcu pa lda l peraln da ln talnggung ja lwa lb lalki-

lalki da ln perempualn ya lng terjaldi a lkibalt da lri da ln da lpa lt berubalh sesua li 

denga ln kemaljua ln za lmaln. Sehingga l da lpa lt dikaltalka ln ba lhwa lsa lnya l gender 

a lkaln berubalh da ln terus dimodifikalsi untuk mengidentifikalsi peralna ln daln 

talnggung ja lwa lb a lnta lral la lki-la lki daln perempualn kalrena l memalng 

malsya lra lka lt ya lng mengkontruksi da ln menciptalka lnnya l untuk kemudialn 

menjaldikalnnya l seba lga li sua ltu ya lng wa lja lr dilalkukaln ka lrenal suda lh sesua li 

denga ln sosia ll buda lya lnya l.
44

 

2. Konsep Gender da llalm Isla lm 

Isla lm telalh memberikaln ha lk-ha lk kepalda l perempualn seperti ya lng 

diberikaln kepalda l lalki-la lki daln membebalnka ln kewaljibaln-kewa ljiba ln 

kepalda l perempualn seba lga limalna l dibebalnka ln kepalda l lalki-la lki, kecualli 

beberalpa l ha ll ya lng ba lgi perempua ln a ltalu la lki-la lki kalrena l a ldalnya l da llil 

syalral‟. Isla lm mewaljibkaln kepa ldal perempualn untuk menuntut ilmu 

pengeta lhualn ya lng menja ldi keperlualnya l didallalm menjallalnka ln tuga ls 

hidupnya l. Isla lm mengizinka ln jua ll beli, sewa l menyewa l, da ln a lka ld 

perwa llialn, selalin itu Isla lm melalra lng perempualn berdustal, menipu daln 
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berkhialna lt sebalga limalna l diwa ljibkalnnya l a ltalu diperbolehkalnnya l serta l 

dilalra lngnya l semual itu alta ls lalki-la lki. 

Reallitals sosiologis dima lsya lra lka lt, perempualn seringka lli 

diperlalkukaln tidalk setalra l denga ln lalki-la lki. Sebalga li malnusia l, perempualn 

juga l dia lkui memiliki halk daln kewa ljibaln ya lng sa lma l untuk meningkaltkaln 

kua llitals dirinya l mela lui peningka ltaln ilmu. Na lmun kondisi ketimpalnga ln ini 

muncul kalrenal ma lsya lra lka lt suda lh terlallu lalma l terbelenggu oleh nila li-nilali 

pa ltrialrki daln nilali-nila li bials gender da llalm melihalt relalsi a lntalra l lalki-la lki 

da ln perempualn. La lki-la lki menempalti sektor publik daln perempualn halnya l 

didomestik. Posisi perempualn merupalka ln subordinalsi da lri lalki-la lki.
45

 

Subordina lsi kalrenal gender tersebut terjaldi dallalm bermalca lm bentu ya lng 

berbedal. 

Perjualnga ln ka lum perempualn untuk mencalpa li kesetalra la ln denga ln 

ka lum lalki-la lki sebalga lima lna l dialja lrkaln All-Qur‟a ln ma lsih pa lnja lng da ln 

memerlukaln dukunga ln da lri semual piha lk termalsuk ka lum la lki-la lki. Di 

ha ldalpa ln Allla lh SWT. Tetalpi, malsa llalhnya l terletalk pa ldal falktor lingkunga ln, 

buda lya l da ln traldisi pa ltrialrki ya lng ma lsih melekalt dimalsya lra lka lt ya lng 

menentukaln sta ltus kalum perempualn daln ketimpalnga ln gender tersebut, 

da llalm kondisi seperti inilalh perlu dilalkuka ln alda lnya l pemberdalya la ln 

perempualn juga l penya lda lraln ha lk da ln sta ltus merekal da llalm Isla lm. 

Penya lda lra ln juga l perlu dilalkukaln terhalda lp kalum lalki-la lki alga lr 

keistimewala ln ya lng mereka l ra lsa lkaln ka lrenal buda lya l pa ltrialrki da lpa lt 
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berkuralng, sehingga l keseja ljalra ln alka ln tercalpa li jiwal perempualn da lpa lt 

meningka ltkaln da ln mengembalngka ln kemalmpualn ya lng dimiliknya l. 

3. Peran Gender 

Pera ln gender alda llalh pera ln lalki-la lki daln perempualn ya lng seca lral 

pembalgia ln peraln diperlukaln untuk menjalga l keseimbalnga ln da lla lm 

malsya lra lka lt. Pera lnaln gender a lda llalh peraln ya lng dila lkukaln perempualn daln 

lalki-la lki sesua li staltus, lingkunga ln, buda lya l struktur malsya lra lka ltnya l. 

Pera lnaln gender menurut Pralsodjo et all mencalngkup:
46

 

a. Pera lnaln produktif 

Pera lnaln ya lng dikerjalka ln perempualn da ln lalki-la lki untuk 

memperoleh balya lra ln a ltalu upalh secalra l tunali altalu sejenisnya l 

termalsuk produksi palsa lr denga ln sualtu nilali tukalr, daln produksi 

rumalh ta lngga l a lta lu subsistem denga ln nila li guna l. Tetalpi juga l sua ltu 

nilali tukalr potensiall. 

Contoh: bekerja l disektor formall da ln informall 

b. Pera lnaln reproduktif 

Pera lnaln ya lng berhubunga ln denga ln ta lnggungja lwa lb 

penga lsuha ln a lnalk da ln tuga ls-tuga ls domestik ya lng dibutuhka ln untuk 

menjalmin pemelihalrala ln daln reproduksi tenalga l kerjal ya lng 

menya lngkut kela lngsunga ln hidup sebua lh kelualrga l. 
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Contoh: melalhirka ln, memelihalral da ln menga lsuh a lna lk, menga lmbil 

a lir, memalsalk, mencuci, membersihkaln rumalh, memperbaliki balju, 

da ln sebalga linya l. 

c. Pera lnaln pengelolala ln malsya lra lka lt da ln politik 

Semual a lktivita ls ya lng dila lkuka ln pa lda l tingka lt komunitals 

sebalgali kepalnjalngaln peralnaln reproduktif. Bersifalt volunter daln 

talnpal upalh. Peraln gender terbentuk melallui berbalgali sistem nilali 

termalsuk nilali-nilali aldalt, pendidikaln, algalmal, politik, ekonomi. 

4. Kesetaraan dan keadilan gender 

Kesetalralaln gender beralti kesalmalaln kondisi balgi lalki-lalki daln 

perempualn untuk memperoleh kesempaltaln sertal halk-halknyal sebalgali 

malnusial, algalr malmpu berperaln daln berpalrtisipalsi dallalm kegialtaln politik, 

ekonomi, hukum, sosiall budalyal, pendidikaln. Kesetalralaln gender jugal 

meliputi penghalpusaln diskriminalsi daln ketidalkaldilaln strukturall balik lalki-

malupun perempualn.47 

Sedalngkaln kealdilaln gender aldallalh sualtu proses daln perlalkualn aldil 

terhaldalp perempualn daln lalki-la lki. Denga ln kealdilaln gender beralrti tidalk 

a ldal peraln bebaln ga lnda l, subordinalsi malrginallisa lsi daln kekeralsa ln terhaldalp 

perempualn altalu lalki-la lki. Perbedala ln gender aldalla lh sualtu hall ya lng wa lja lr 

da ln bisal dikaltalka ln sebualh fenomenal buda lya l. Perbedala ln itu tidalk alka ln 

menjaldi malsa llalh jikal tidalk menimbulka ln ketidalka ldilaln. Na lmun pa ldal 

kenya lta lalnnya l perbeda la ln tersebut melalhirka ln ketidalkaldilaln ba lik ba lgi la lki-

lalki malupun perempualn.  
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Ma lsya lra lka lt malsih belum memalhalmi balhwa l gender a ldalla lh sua ltu 

konstruksi budalya l tentalng pera ln fungsi da ln talnggung ja lwa lb sosia ll alntalral 

lalki-la lki da ln perempualn. Kondisi tersebut menga lkibaltkaln kesenjalnga ln 

peraln sosia ll daln talnggung ja lwa lb sehingga l terjaldi diskriminalsi, terhalda lp 

lalki-la lki ma lupun perempualn. Ketida lkaldilaln gender termalnifestalsika ln 

da llalm berbalga li bentuk malrgina llisa lsi, subordinalsi, stereotype, kekeralsa ln, 

da ln bebaln ga lnda l. Bentuk ketida lkaldilaln ini, a lkhirnya l berda lmpalk pa lda l 

perempualn denga ln terjaldi kesenjalnga ln gender, ba lik dilingkup kelualrga l 

malupun lingkup malsya lra lka lt. Denga ln ka lta l lalin kesetalra laln gender a ldalla lh 

memberikaln kesempaltaln ya lng sa lma l balik lalki-la lki ma lupun perempualn 

untuk sa lmal-sa lma l menikmalti. 

5. Manifestasi Ketidakadilan Gender  

Dalam pandangan Mansour Fakih ketidakadilan gender telah 

terjadi akibat konstruksi sosial budaya masyarakat patriarki, 

mengakibatkan kerugian yang dialami bukan saja oleh pihak perempuan. 

Perbedala ln gender sebenalrnya l tidalk menjaldi malsa llalh ketidalka ldilaln gender. 

Na lmun ya lng menja ldi malsa llalh perbeda laln gender telalh melalhirkaln 

beberalpa l ketidalkaldilaln, ba lik balgi lalki-la lki malupun perempualn. Kea ldilaln 

gender termalnifestalsikaln da llalm berbalga li bentuk ketidalka ldilaln.  

 Proses pa lnjalng ya lng terjaldi da llalm membentuk perbedala ln gender 

seperti dibentuk, disosiallisalsika ln, diperkua lt salmpali dikonstruksi oleh 

sosia ll daln budalya l. Ma lka l da lri segi alspek buda lya l memberikaln malnifestalsi, 

berupal: 

a. Ma lrgina llisa lsi 
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Ma lrgina llisa lsi a ltalu peminggira ln pa lda l sa llalh sa ltu kela lmin 

ba lik ya lng dila lkukaln seca lra l senga lja l ma lupun tidalk senga lja l sehingga l 

menga lkibaltka ln sallalh sa ltu jenis kelalmin tertingga ll dalri ya lng 

lalinnya l. Proses ma lrgina llisa lsi, ya lng menga lkiba ltkaln kemiskinaln  

ba lnya lk seka lli dialla lmi oleh malsya lra lka lt ya lng menimpal ka lum la lki-

lalki daln perempualn, dalri sudut ekonomi malrgina llisa lsi bisal disebut 

pemiskinaln perempualn.
48

 Ma lrgina llisa lsi perempualn juga l dalpa lt 

terjaldi dallalm ruma lh talngga l, ma lsya lra lka lt alta lu balhka ln nega lra l. 

Misa llnya l perempualn tidalk mendalpaltka ln kesempalta ln untuk 

menduduki posisi ya lng lebih menguntungka ln ka lrenal suda lh diisi 

oleh lalki-lalki a ltalu ba lhkaln da llalm rumalh ta lngga l perempualn 

ditempaltka ln palda l posisi pengelolal ualng, buka ln pencalri nalfka lh  

utalma l. Daln ba lnya lk dia lntalral suku di Indonesia l ya lng tida lk 

memberikaln kepalda l perempualn untuk menda lpaltka ln wa lris.  

b. Subordina lsi 

Subordina lsi alta lu palnda lnga ln terhalda lp jenis kelalmin ya lng 

didalsa lrka ln palda l stereotype sehingga l sa llalh sa ltu jenis kelalmin 

terpinggirka ln da ln mera lsa l tidalk dipentingka ln seperti peralng, sta ltus 

da ln relalsi ya lng tida lk setalra l da ln tidalk aldil. Da llalm ha ll ini beralkiba lt 

pa ldal terhalmba ltnya l a lkses ma lupun pa lrtisipalsi da ln juga l terma lsuk 

pa ldal penga lmbilaln keputusa ln. Subordina lsi juga l bera lngga lpa ln 

ba lhwa l perempualn itu irralsiona ll altalu emosionall sehingga l 
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perempualn tidalk bisa l  memimpin,  kalrena l gender tersebut terjaldi 

da llalm sega lla l bentuk ya lng berbeda l da lri tempalt ke tempalt da ln dalri 

wa lktu ke walktu.
49

 

Di Indonesia l persoa llaln ketimpalnga ln hubunga ln kekua lsa laln 

berlalngsung la lma l dimana pandangan yang menempatkan peran 

kaum perempuan tidak lebih penting daripada kaum laki-laki sudah 

muncul sejak dahulu, misallnya l keduduka ln subordinalsi ka lum 

perempualn ya lng a lnta lra l la lin kalrenal ketidalkseimbalnga ln a lntalra l 

sua lmi istri dallalm kelualrga l, interpretalsi a ljalra ln alga lma l ya lng 

membenalrka ln sua lmi untuk memukul istri, pemberialn halk kepalda l 

sua lmi untuk mempunya li kedudukaln lebih tinggi ka lrenal dial aldalla lh 

pemimpin daln memberi nalfkalh istrinya l. Misa llnya l da lla lm undalng-

unda lng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perka lwinaln, Pa lsa ll 34 (1) daln 

(2), ya lng menga ltur pemba lgia ln pera ln perempualn daln la lki-la lki 

da llalm rumalh talngga l seca lral bials gender daln sekalligus 

menempaltka ln posisi perempualn seba lga li subordina lsi da lri lalki-la lki, 

ba lik secalral ekonomi, sosiall daln politik. 

c. Stereotype 

Stereotype altalu pelalbelaln terhalda lp jenis kelalmin lalki-la lki 

a ltalu perempualn ya lng sela llu memberika ln konotalsi negaltive, 

stereotype selallu merugika ln da ln menimbulkaln ketidalkaldilaln 

sehingga l da lpa lt menimbulkaln permalsa lla lhaln seperti perempualn 
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lemalh lembut, cerewet, penalkut. Sedalngka ln lalki-la lki kualt, kerals, 

ka lsa lr daln lalinnya l. Umumnya l perempua ln ya lng bersumber dalri 

penalnda la ln stereotype ya lng dilekaltka ln palda l merekal. Misa llnya l ya lng 

beralsumsi ba lhwa l perempualn bersolek da llalm ra lngka l memalncing 

perhaltialn la lwa ln jenisnya l, ma lka l setialp alda l kalsus kekera lsa ln a ltalu 

pelecehaln seksua ll sela llu dikalitkaln denga ln stereotype. Ba lhka ln jikal 

a ldal pemerkosalaln ya lng dialla lmi perempualn, malsya lra lka lt cenderung 

menya lla lhka ln korbaln.  

Pelalbelaln nega ltif tersebut dikemals da lri mulali bentuknya l 

ya lng sa lma l sekalli tidalk ilmialh salmpa li ya lng terkesa ln ilmialh. Ha ll ini 

tidalk halnya l mempersulit perempualn untuk berkrealsi daln 

mengembalngka ln potensi diri, tetalpi juga l menyulitkaln perempualn 

untuk kelualr dalri ga lris ba ltals pencitrala ln nega ltifnya l. 

d. Kekera lsa ln 

Kekera lsa ln a ltalu violence aldalla lh sera lnga ln a lta lu inva lsi 

(alssalult) terhaldalp fisik malupun mentall psikologis seseora lng. Ya lng 

menga lngga lp superior da ln ya lng la linnya l inferior sehingga l 

berdalmpa lk palda l hubunga ln ya lng berbentuk hieralrki bukaln relalsi 

setalra l. Da llalm hall ini, salnga lt rentaln terja ldinya l kekera lsa ln kalrenal 

a lngga lpa ln perempualn lemalh altalu inferior ketimbalng la lki-la lki ya lng 

superior.
50
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Kekera lsa ln terhalda lp perempualn ini merupa lkaln konsekuensi 

logis da lri stereotype. Perempualn sa lnga lt rentaln seba lga li korba ln da lri 

kesa llalha ln pencitrala ln terhaldalpnya l a lta lu kekeralsa ln ya lng terja ldi 

a lkibalt bials gender dallalm feminisme ya lng dikena ll sebalga li gender 

rela lted violence, ya lng berbentuk pemerkosa la ln terhalda lp perempualn 

termalsuk didallalmnya l kekeralsa ln dalla lm Perkalwinaln, alksi 

pemukulaln daln sera lnga ln non-fisik da llalm rumalh talngga l, 

penyiksa la ln ya lng menga lra lh pa lda l orga ln a llalt kelalmin, prostitusi, 

pornogra lfi, pemalksa la ln sterilisalsi da llalm kelualrga l berencalna l daln 

kekeralsa ln seksua ll. 

e. Beba ln Ga lnda l 

Beba ln ga lnda l a ltalu menalnggung beba ln alktivita ls ya lng 

berlebih dalri sa llalh sa ltu jenis kelalmin denga ln pembalkua ln peraln 

produksi-reproduksi ya lng menga lkiba ltkaln polal pembalgia ln kerjal 

ya lng tida lk fleksibel daln memberaltkaln 

Da lri alda lnya l malnifestalsi ya lng diseba lbka ln dalri alspek budalya l 

tersebut, alda l beberalpal fa lktor ya lng melaltalrbelalkalngi ha ll tersebut, 

dialnta lralnya l: 

a. Alda lnya l a lroga lnsi lalki-la lki ya lng sa lma l sekalli tidalk memberikaln 

kesempaltaln kepa ldal perempualn untuk berkembalng secalra l 

malksima ll 

b. Alda lnya l a lngga lpa ln ba lhwa l lalki-la lki aldallalh sumber utalmal dalri 

na lfkalh ya lng a lda l da llalm kelualrga l 
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c. Alda lnya l kultur ya lng sena lntia lsal memenalngka ln la lki-la lki ditengalh 

malsya lra lka lt 

d. Kebija lka ln politik daln normal hukum ya lng tidalk a ldil 

e. Perempualn ralwa ln pemerkosalaln sehingga l da lpa lt merusalk citral 

kelualrga l. Denga ln begitu ha lrus dipenjalra lka ln dalla lm ralna lh domestik 

sa ljal.51 

Alda lnya l pa lnda lnga ln terka lit denga ln doktrin balhwa l perempualn 

bekerjal lalya lknya l ta lnpa l palmrih dengaln tidalk menghalra lpka ln imballaln 

sehingga l posisi perempualn selallu dibalwa lh lalki-la lki. Dallalm persepsi 

sosiologis, perempualn selallu beraldal pa ldal posisi ya lng sulit untuk 

mengembalngka ln diri daln tidalk dalpa lt a lkses untuk dalpalt memberikaln 

kontribusi lebih palda l alspek-a lspek ya lng sebenalrnya l perempualn jugal da lpalt 

melalkukalnnya l. Da lri ha ll tersebut, perempua ln untuk dalpa lt kelualr ke ralna lh 

publik sa lnga lt sulit alpa llalgi untuk terjun pa lda l a lspek politik. Menurut Fa lrida l 

Nurla lnd, alda l 3 falktor ya lng menyeba lbka ln perempualn da lpalt malsuk da llalm 

ra lnalh politik, dialnta lralnya l: 

a. Fa lktor buda lya l Indonesia l ya lng feoda ll daln pa ltrialrki sehingga l 

mengha lmbalt a lkses perempualn da ln membualt perempualn halnya l 

terkungkung di ra lna lh domestic. 

b. Alda lnya l pemalha lmaln ya lng konserva ltif da lri talfsira ln alga lma l ya lng 

juga l membualt pemalha lmaln terkalit peraln perempualn sa lnga lt 

dibalta lsi. 
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c. Munculnya l hegemoni nega lral ya lng ma lsih sa lnga lt besalr terhalda lp 

dukunga ln buda lya l pa ltrialrki di sega lla l alspek.52 

Buda lya l pa ltrialrki sa lnga lt mengungkung perempualn da llalm ha ll 

hubunga ln kerja l ya lng tida lk seimbalng a lntalra l la lki-lalki da ln perempualn. 

Pekerjala ln ya lng pa lnta ls ba lgi perempualn ha lnya l dira lnalh domestik, seperti 

mencuci piring, menya lpu, menga lsuh a lna lk, memalsa lk da ln lalinnya l. 

Seda lngka ln untuk lalki-la lki bebals berekspresi dallalm menentukaln 

pekerjalalnnya l di ra lnalh publik. Ha ll tersebut salnga ltla lh merugikaln 

perempualn ya lng juga l punya l pelua lng ya lng sa lma l da llalm hubunga ln kerja l 

malupun berkalrir dimalna l salja l. Penentualn pekerjala ln perempualn halnya l di 

ra lnalh ya lng feminim daln pekerjala ln lalki-la lki ya lng ma lskulin a lda llalh bentuk 

ketidalkaldilaln da llalm hubunga ln pekerja la ln dialntalra l kedua lnya l. Ka lrenal 

menga lngga lp sua ltu pekerjalaln ya lng pa lntals untuk lalki-la lki daln untuk 

perempualn alda llalh kontruksi ya lng dibua lt oleh malsya lra lka lt.
53

 

Kesenja lnga ln a lta lu ketidalka ldilaln ya lng terjaldi alnta lral la lki-la lki daln 

perempualn dalla lm sega lla l alspek tida lk terlepals da lri beberalpa l fa lktor, 

dialnta lralnya l: 

a. Buda lya l pa ltrialrki ya lng mengenda lp cukup lalmal di tenga lh 

malsya lra lka lt 

b. Fa lktor ekonomi, dimalnal sistem calpitallism globall ya lng melalnda l 

dunial ya lng justru sering ka lli mengekploita lsi kalum perempualn 
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c. Fa lktor politik, ya lng ma lna l belum sepenuhnya l berpiha lk palda l kalum 

perempualn 

d. Fa lktor a lga lma l, ya lng memberikaln interpretalsi terhalda lp teks-teks 

a lga lma l ya lng bia ls gender.54 

Kondisi ketimpalnga ln da ln ketidalkaldilaln da llalm sualtu relalsi alnta lral 

lalki-la lki da ln perempualn ya lng dima lna l lalki-la lki selallu diuntungka ln denga ln 

kedudukaln ya lng superior dibalndingka ln denga ln perempualn. Dalla lm hall ini, 

a ldal beberalpa l sifalt da lri ketidalka ldilaln ya lng terjaldi, dialntalralnya l: 

a. Bersifa lt lalngsung, ya lkni pembedala ln ya lng dilalkuka ln secalra l terbukal 

da ln lalngsung ba lik diseba lbka ln oleh sikalp a ltalu perilalku, normal alta lu 

a lturaln ya lng berlalku 

b. Tidalk lalngsung, ya lkni denga ln pemberla lkukaln pembedala ln ya lng 

sa lmal a lka ln tetalpi pelalksa lna lalnya l ha lnya l menguntungka ln sa lla lh sa ltu 

jenis kelalmin 

c. Sistemik, ya lkni ketidalka ldilaln ya lng terja ldi kalrena l suda lh beralkalr 

da llalm sejalralh, norma l altalupun struktur ya lng a lda l da llalm malsya lra lka lt 

ya lng mewa lriska ln perbedala ln tersebut.55 

6. Pendekalta ln Gender Da llalm Kelua lrga l 

Kelua lrga l ya lng idea ll menjaldi da lmbala ln setialp ma lnusia l denga ln 

berlalnda lska ln compalnionship, ya lng hubunga lnnya l berbentuk horizontall, 

buka ln hieralrkis. Kera lga lma ln malnusia l ya lng da lpa lt dilihalt melallui biologis, 
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a lspiralsi, kebutuhaln, kemalmpua ln, kesukalaln ya lng cocok denga ln palra ldigma l 

inklusif. Perbedalaln tersebut sehalrusnya l da lpalt ditalna lmkaln da llalm sebua lh 

kelualrga l sa la lt pertalmal ka lli terbentuk. Kelua lrga l ya lng mengguna lka ln sistem 

pa ltrialrkis a lkaln memposisikaln fungsi-fungsi dida lla lm kelualrga l denga ln 

didalsa lrka ln palda l stuktur ya lng ka lku daln cenderung membaltalsi palrtisipalsi 

a lnggota l kelualrga l ya lng la lin. Relalsi gender da llalm kelualrga l a lkaln terbentuk 

jikal malsing-ma lsing a lnggota l kelualrga lnya l memalhalmi perbedala ln alntalr 

individu da ln juga l memberikaln kesempalta ln ya lng sa lma l talnpa l membedal-

bedalka ln peraln ya lng ha lrus diembalnnya l.
56

 

Pera ln alnta lral la lki-la lki daln perempualn a lta lu a lya lh da ln ibu menjaldi 

sebua lh konsekuensi ya lng ha lrus dija llalni da llalm sebualh Perka lwina ln. 

Kompromi ya lng dilalkuka ln oleh alya lh da ln ibu menjaldi penentu balgi 

pembalgia ln tuga ls da ln peraln ya lng a lda l dallalm sebualh rumalh talngga l. Da lri 

kompromi itulalh nalntinya l a lka ln da lpalt menjaldi penentu altals tuga ls da ln 

peraln malsing-ma lsing. Menurut Na lfisa lh, alda l beberalpa l alspek kegia ltaln ya lng 

ha lrus dilalkuka lnn dallalm sebua lh rumalh talngga l,
57

 ya lkni: 

a. The housekeeper role altalu talnggung ja lwa lb terhaldalp kebersihaln rumalh, 

mencuci balju/piring, membualt malkalna ln, belalnjal da ln mengaltur 

keualnga ln 

b. The provider role altalu talnggung ja lwa lb terha ldalp pencalrialn ua lng untuk 

da lpalt memenuhi kebutuhaln kelualrga l 
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c. The child-calre role a ltalu menjalga l da ln meralwa lt alna lk seca lral fisik, 

seperti memberi malka ln, memalndikaln da ln memalka likaln pa lkalia ln sertal 

menjalga l a lnalk 

d. The child sociallizaltion role alta lu talnggung ja lwa lb pa lda l a lnalk untuk 

menga ljalrka ln nilali-nilali morall, sikalp, ketralmpilaln daln juga l perilalku 

ya lng disetujui malsya lra lka lt 

e. The sexuall role altalu berealksi terhaldalp kebutuhaln sexua ll dalri palsa lnga ln 

f. The kindship role altalu memelihalral hubunga ln denga ln kelua lrga l a lta lu 

mengunjungi sa lna lk kelualrga l jika l diperluka ln 

g. The recrealtionall role altalu mengorga lnisir rekrealsi denga ln kelualrga l 

h. The theralpeutic role alta lu mendenga lrkaln, meralwa lt, malu mengerti, 

simpalti sertal membalntu alnggota l lalin da llalm kelualrga l. 

Kelua lrga l ya lng ma lmpu melalksa lnalka ln fungsi da ln pera ln ma lsing-

malsing a lda lla lh kelualrga l ya lng memiliki pemalhalma ln ya lng ba lik terkalit 

wa lwa lsa ln gender. Ha ll ini terbukti alpa lbilal: pertalmal, kelua lrga l ya lng 

dibalngun a lta ls dalsa lr ponda lsi alga lma l. Kedua l, menjaldika ln kelualrga l seba lga li 

perisali dalla lm alnekal kemalksia ltaln da ln kemungka lra ln. Ketigal, menjalga l 

ketalha lnaln kelualrga l denga ln menga lma llka ln almalr ma l‟ruf nalhi mungka lr. 

Keempalt, menumbuhkaln cintal ka lsih seba lga li penjalmin kelestalrialn denga ln 

terpenuhinya l perhaltialn, ta lnggung ja lwa lb da ln sa lling menghorma lti. Kelimal, 

berfungsi seba lga li pelindung da lri sega llal kesulitaln. Keenalm, fungsi 

sosia llisalsi ketelalda lnaln da ln pendidikaln seba lga li persia lpaln a lnggota l kelua lrga l 

mengha lda lpi malsa l depaln. Ketujuh, memiliki talnggung ja lwa lb terhalda lp 
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ekonomi kelualrga l. Kedelalpaln, Pembinal lingkunga ln denga ln menciptalka ln 

kultur lingkunga ln ya lng seha lt da ln positif.
58

  

Kea ldila ln gender dallalm kelualrga l sela lin memiliki walwa lsa ln gender 

da llalm membalgi pera ln da ln fungsi ma lsing-ma lsing individu, kealdilaln 

gender juga l da lpa lt berwujud: 

a. Alkses, mengguna lka ln sumber dalya l seca lra l alktif daln produktif secalral 

sosia ll, ekonomi daln politik termalsuk a lkses ke ma lsya lra lka lt dalla lm hall 

pekerjalaln, tenalga l kerja l daln sumber da lya l, seperti memberikaln alkses 

ya lng sa lma l palda l alna lk lalki-la lki daln perempua ln dallalm hall melalnjutkaln 

sekolalh sesua li denga ln minalt daln kemalmpualn sesua li denga ln a lsumsi 

sumber dalya l kelua lrga l ya lng mencukupi. 

b. Pa lrtisipalsi, sua lmi daln istri memberikaln pa lrtisipalsi ya lng sa lma l da llalm 

proses penga lmbila ln kePutusa ln a ltals pengguna laln sumber da lya l ya lng a lda l 

da llalm kelualrga l seca lral demokraltis, altalu jikal perlu melibaltka ln alnalk 

lalki-la lki da ln perempualn. 

c. Kontrol, da lla lm pengguna la ln sumber da lya l, la lki-la lki da ln perempualn 

memiliki kontrol ya lng sa lma l. Sua lmi daln istri da lpalt memiliki property 

a ltals na lmal ya lng sa lma l 

d. Ma lnfa lalt, semua l a lktivitals kelua lrga l ha lrus mempunya li ma lnfala lt ya lng 

sa lmal ba lgi seluruh a lnggota l kelualrga l.59 
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Keseta lra laln da ln kea ldilaln gender menghenda lki sebua lh relalsi 

kelualrga l ya lng terbuka l, demokraltis, ralsa l ka lsih sa lya lng a lga lr terwujud 

sebua lh kehalrmonisaln, sehingga l lalki-la lki malupun perempualn seba lga li 

a lnggota l kelualrga l sa lna l-sa lmal mendalpa ltka ln halk sebalga li malnusia l, daln 

terjalga l ha lrka lt daln malrta lbaltnya l. Kelua lrga l sa lkinalh tidalk da lpalt dibalngun 

ketikal halk-ha lk da lsa lr palsa lnga ln sua lmi istri da llalm posisi tidalk setalral, ka lrenal 

da lpalt memicu kekualsa laln ya lng menempaltka ln palda l subordina lsi daln 

malrgina llisa lsi terhaldalp ya lng dikua lsa lali.  Ketika l sebualh kelualrga l suda lh 

berkesetalrala ln gender, nalntinya l juga l a lka ln secalra l otomaltis alka ln malmpu 

menjalga l da ln memelihalra l prinsip Perkalwina ln, dialntalra lnya l: 

a. Prinsip keterbukalaln 

b. Prinsip salkinalh, malwalddalh, wal rohmalh 

c. Prinsip sa lling melengka lpi daln melindungi 

d. Prinsip mu‟alsyalroh bil mal‟ruf 

e. Prinsip monoga lmy.60 
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BAlB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitialn ini merupalkaln penelitialn pusta lkal (libralry resealrch), 

ya litu penyusun melalkuka ln penelitialn berda lsa lrkaln obyek pusta lka l. 

Seda lngka ln palra ldigma l ya lng dipilih ya litu kuallitaltif ya litu penelitialn ya lng 

mengha lsilkaln da ltal deskriptif berupal kalta l-ka lta l da lri oralng ya lng dia lmalti.
61

 

Teknik pengumpulaln da ltal libralry resealrch ini denga ln ca lral mempelalja lri 

ba lhaln balha ln balca laln ya lng berupa l caltalta ln kulialh, buku-buku, literaltur sertal 

peraltura ln-pera lturaln ya lng a lda l ka litalnnya l denga ln ma lsa llalh ya lng diteliti. 

Seda lngka ln metode pendekaltaln ya lng diguna lkaln da llalm penelitialn 

ini alda llalh pendeka ltaln yuridis. Pendeka ltaln ya lng dila lkuka ln da llalm 

penyusuna ln ini alda llalh yuridis, ya litu sua ltu pendekaltaln ya lng menga lcu pa ldal 

hukum daln peralturaln perundalng-unda lnga ln ya lng berlalku. Da llalm 

pendekaltaln yuridis ini mengguna lka ln buku-buku teori-teori terkalit 

Perjalnjialn Perkalwina ln, Unda lng- Unda lng Nomor 1 Talhun 1974, Kompila lsi 

Hukum Isla lm da ln Putusa ln MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta l peralturaln 

perundalng unda lnga ln ya lng berhubunga ln denga ln penelitialn ini. 

B. Sumber Data Penelitian 

Ba lha ln penelitialn ini memerlukaln sumber-sumber penelitialn ya lng 

disebut balha ln hukum, balik ba lha ln hukum primer malupun sekunder. Ba lha ln 
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penelitialn ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn ini alda llalh penelitialn 

kepustalka la ln. 

1. Sumber Da ltal Primer 

Da ltal primer merupalka ln da ltal ya lng diperoleh secalral la lngsung 

da lri ya lng memberikaln da ltal. Ka lrena l penelitialn penulis ini 

mengguna lka ln penelitialn kepustalkala ln (Libralry Resealrch), malka l ya lng 

dijaldikaln sumber da ltal primer oleh penulis ya litu terkalit: 

a) Unda lng-Unda lng No.1 Ta lhun 1974 Tentalng Perka lwina ln 

b) Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Perda ltal 

c) Perjalnjialn Perka lwinaln Pa lsca l Putusa ln MK Nomor 69/PUU-

XIII/2015 

2. Sumber Da ltal Sekunder 

Da ltal sekunder alda llalh sumber daltal ya lng diperoleh secalral tidalk 

lalngsung da lri ya lng memberikaln dalta l. Ba lha ln hukum ya lng memberikaln 

penjelalsa ln mengenali balha ln hukum primer, dalta l sekunder dalpa lt berupal 

studi kepustalkala ln melallui penelalalha ln terlebih dalhulu terhalda lp buku-

buku, ha lsil kalrya l da lri ka llalngn hukum, literaltur, kitalb suci all-Qur‟a ln, 

da ln beberalpal telalalh pusta lka l lalinnya l.
62

 

C. Metode Pengumpulaln Daltal 

Da llalm Penelitialn ini penulis mengguna lka ln teknik pengumpulaln 

da ltal secalra l kepustalka laln (Libralry Resealrch), ya litu mengumpulkaln da ltal 

mengguna lka ln metode dokumentalsi. Alda lpun calra l mengumpulkaln balha ln- 
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ba lhaln dokumen dalla lm metode dokumenta lsi ya litu seperti mengumpulkaln 

buku, caltalta ln daln ya lng la linnya l ya lng memiliki releva lnsi denga ln penelitialn 

ya lng dila lkuka ln untuk selalnjutnya l dia lna llisis. Da llalm ha ll ini, penulis 

mengumpulkaln buku-buku ya lng terka lit denga ln penelitialn penulis. 

D. Metode Alnallisis Daltal 

Alna llisis da lta l merupalka ln proses mengurutkaln da ln 

mengorga lnisa lsika ln, da ln mengelompokka ln da ltal keda llalm ka ltegori, polal, 

da ln sa ltualn da lsa lr sehingga l temal ditemuka ln ya lng a lka ln da lpalt dijaldikaln 

hipotesis kerjal ya lng disa lra lnka ln oleh dalta l.
63

 Penelitialn ini aldalla lh bentuk 

penelitialn kuallitaltif, penelitialn kuallititaltif aldallalh penelitialn ya lng 

semualnya l tida lk diperoleh melallui prosedur sta ltisik altalu bentuk hitunga ln 

lalinnya l. Ya lng ma lna l penelitialn ini berpalku pa lda l objek ya lng tida lk berupa l 

a lngka l, a lka ln tetalpi lebih balnya lk pa lda l dokumen tertulis, nalra lsi, da ln tidalk 

berupal tulisaln (foto daln ga lmbalr) a ltalupun bentuk alngka l la linnya l. Tidalk 

menekaln pa ldal hipotesis a lka ln tetalpi usa lhal da llalm menjalwa lb permalsa llalha ln 

penelitialn Yalng diguna lka ln metode alna llisis daltal dalla lm penelitialn ini 

a ldalla lh penelitialn ya lng bersifa lt deskriptif-a lna llitik, ya litu mengalnilisis daln 

menya ljika ln da ltal a lga lr menja ldi sistemaltis da ln ra lpih sehingga l da lpa lt denga ln 

mudalh untuk dipalha lmi daln disimpulka ln.
64

 Dallalm hall ini penulis 

menga lna llisis Perjalnjialn Perka lwinaln seba lga li perlindunga ln ha lk-ha lk istri 

perspektif kealdilaln gender melallui metode induktif ya litu proses 

mengorga lnisa lsika ln fa lktal-fa lkta l altalu ha lsil-ha lsil pengalma ltaln ya lng terpisa lh- 
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pisa lh menjaldi saltu ra lngka lialn hubunga ln alta lu generallisa lsi.
65

 Penelitialn 

secalra l induktif dimulali dalri da ltal, lallu ke temal-tema l umum Penulis 

memulali denga ln calra l mengumpulkaln buku-buku terka lit dengaln penelitialn 

penulis, lallu membentuk daltal ini menjaldi ketegori-ka ltegori a lta lupun teme-

temal tertentu. Temal-tema l ini kemudialn dikembalngka ln menjaldi polal-pola l, 

teori-teori, altalu genera llisalsi-genera llisalsi untuk nalntinya l dibalndingka ln 

denga ln penga lla lmaln-penga lla lmaln pribaldi a ltalu literaltur-literaltur ya lng a lda l. 
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BAlB IV 

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN  

MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PERSPEKTIF GENDER 

A. Alkibalt Hukum Aldalnyal Perjalnjialn Perka lwinaln 

1. Sebelum Alda lnya l Putusa ln MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

Perjalnjialn Perka lwina ln berdalsa lrka ln ketentualn pa lsa ll 29 UUP a lda llalh 

Perjalnjialn ya lg dibua lt oleh callon sualmi istri sebelum altalu pa ldal sa la lt 

Perka lwinaln dilalngsugka ln a lta ls persetujualn kedual belalh pihalk, Perjalnjialn 

dilalkuka ln secalral tertulis, daln disalhka ln oleh pegalwa li pencalta lt nikalh da ln 

isinya l berlalku juga l terhalda lp pihalk ketiga l sepa lnjalng dija lnjikaln.  

Alkiba lt hukum Perja lnjialn perkalwina l a lntalra l pa lsa lnga ln sua lmi istri ya lng 

membualt Perjalnjialn Perkalwina ln palda l wa lktu altalu sebelum dilalngsungka ln 

Perka lwinaln mengena li pemisalha ln ha lrtal, malka l ha lrtal ya lng diperoleh oleh 

malsing-ma lsing sua lmi istri altals usa lha l ma lsing-ma lsing sela lmal Perka lwinaln 

menjaldi halrtal terpisa lh. Alpa lbila l pa lda l wa lktu a ltalu sebelum dilalngsungka ln 

Perka lwinaln tida lk dibualt Perja lnjialn Perka lwina ln mengena li pemisalhaln ha lrtal 

ya lng a lka ln diperoleh selalma l Perkalwina ln kelalk, malka l ha lrtal tersebut 

merupalka ln halrta l bersa lmal. Mengena li ha lrta l sua lmi istri ya lng tela lh diperoleh 

sebelum Perkalwina ln, tetalp menjaldi halk malsing-ma lsing-ma lsing seperti 

wa lrisa ln altalu pemberialn haldia lh daln seba lga linya l, tetalpi jugal da lpalt juga l 

dicalmpurkaln menjadi milik bersalma l tentunya l denga ln persetujualn kedual 

belalh pihalk.
66

 Berda lsa lrka ln Pa lsa ll 35 UUP menya lta lkaln: 
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a. Ha lrta l bendal ya lng diperoleh selalma l Perka lwinaln menjaldi halrta l 

bersa lmal. Ini bera lrti halrta l bersalmal da llalm Perka lwinaln ialla lh sejalk 

sa la lt talngga ll terjaldinya l Perka lwinaln sa lmpali beralkhirnya l ikalta ln 

Perka lwinaln. Ha lrta l ya lng dihitung seja lk berlalngsung Perka lwina ln 

sa lmpali Perka lwinaln bera lkhir balik sa llalh sa lltu meningga ll a ltalu oleh 

perceralia ln, malka l seluruh halrtal bersa lmal dialtur menurut hukumnya l 

malsing-ma lsing. 

b. Ha lrta l ba lwa laln da lri malsing-ma lsing sua lmi istri daln ha lrtal benda l 

ya lng diperoleh malsing-ma lsing seba lga li ha ldialh a ltalu wa lrisa ln, 

a ldalla lh dibalwa lh pengua lsa la ln ma lsing-ma lsing sepa lnjalng pa lra l pihalk 

tidalk menentukaln la lgi 

2. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

Putusa ln Ma lhkalmalh Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/ 2015 

dialjuka ln oleh Pemohon bernalmal Ike Fa lrida l, denga ln memberi kualsa l 

kepalda l Ya lhya l Tulus Na lmi, S.H., Alha ld Ba lsra lfi, S.H., Sta lnley Guna ldi, 

S.H., Edwin Reynold, S.H., da ln Isma lya lti, S.H.. Putusa ln tersebut dialjuka ln 

untuk menguji Undalng-unda lng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Pera lturaln 

Da lsa lr Pokok-Pokok Algra lria l daln Unda lng-unda lng Nomor 1 Ta lhun 1974 

tentalng Perka lwina ln terhalda lp Unda lng-unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik 

Indonesia l Ta lhun 1945. Keseluruha ln permohona ln (p etitum) a ldal 14 poin, 8 

poin dialntalra lnya l a lda llalh permohonaln mengena li UU Perka lwina ln. Pa lsa ll-

pa lsa ll ya lng diuji dalla lm permohonaln tersebut alda llalh Pa lsa ll 29 daln Pa lsa ll 35. 

Pengujia ln a ltals Pa lsa ll 29 a lda l 6 poin da ln pengujia ln pa ldal Pa lsa ll 35 a lda l 2 

poin. 
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Setelalh alda lnya l Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi balhwa l ketentualn 

Pa lsa ll 29 a lya lt (1) UU Perka lwinaln jo.Putusa ln MK NO.69/PUU-XIII/2015 

menya lta lka ln: pa lda l wa lktu, sebelum dilalngsungka ln, a lta lu selalmal da llalm 

ikalta ln Perkalwina ln kedual belalh pihalk a ltalu persetujualn bersalma l dalpa lt 

menga ljukaln Perja lnjialn tertulis ya lng disa lhka ln oleh pega lwa li pencaltalt 

Perka lwinaln a ltalu notalris, setelalh malna l isinya l berla lku juga l terhaldalp piha lk 

ketiga l sepalnja lng piha lk ketigal bersa lngkuta ln. 

Alkiba lt hukum perbualtaln Perjalnjialn Perka lwinaln pa lscal Putusa ln 

Ma lhklalma lh Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terha lda lp sta ltus halrtal 

bersa lmal da ln piha lk ketiga l berkalitaln era lt denga ln wa lktu mula li berlalkunya l 

Perjalnjialn tersebut. Berda lsa lrkaln Putusa lm Malhka lmalh Konstitusi 

Perjalnjialn Perkalwina ln mulali berlalku sejalk Perka lwinaln dilalngsungka ln, 

kecualli ditentukaln lalin dalla lm Perjalnjia ln Perkalwina ln. Alrtinya l ba lhwa l 

a lpalbilal pa lra l pihalk tidalk menentukaln ka lpaln Perjalnjialn Perka lwina ln tersebut 

mulali berlalku malka l demi hukum Perjalnjialn Perka lwinaln tersebut mulali 

terhitung sejalk Perka lwinaln dilalngsungka ln. 

Denga ln demikialn, alkiba lt hukum terhalda lp staltus ha lrtal bersalmal 

dibualtnya l sua ltu Perja lnjialn Perka lwinaln setelalh Perkalwina ln ya lng mula li 

berlalku sejalk Perka lwina ln tersebut dilalngsungka ln diikuti denga ln sta ltus 

ha lrtal bersalmal menjaldi terpisalh bilal dikehendalki kedual belalh pihalk, talnpal 

ha lrus mendalpa ltkaln penetalpa ln penga ldilaln terkalit pemisalhalnn halrta l. 

Kemudia ln alkiba lt hukum pembualtaln Perjalnjialn Perka lwinaln berda lsa lrkaln 

Putusa ln Ma lhkalma lh Konstitusi berlalku daln mengika lt pihalk ketiga l. 
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Pembualta ln Perjalnjialn Perka lwina ln tida lk boleh merugika ln piha lk ketiga l. 

Ka lrena l pembualtaln Perjalnjialn Perka lwina ln beralkibalt hukum terhalda lp 

perubalha ln staltus hukum halrta l bendal ya lng terdalpalt alta lu diperoleh di dallalm 

Perka lwinaln tersebut.
67

 

3. Amar Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015  

a. Menga lbulka ln permohonaln pemohon untuk seba lgia ln
68

 

1) Pa lsa ll 29 alya lt (1) Undalng-unda lng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng 

Perka lwinaln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesia l Talhun 

1974 Nomor 1, Talmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 

Indonesia l Nomor 3019) bertentalnga ln denga ln Unda lng-unda lng 

Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l Ta lhun 1945 sepa lnjalng tida lk 

dimalkna li “paldal wa lktu, sebelum dilalngsungka ln a lta ls sela lmal 

da llalm ikaltaln Perka lwinaln kedua l belalh piha lk alta lu persetujualn 

bersa lmal dalpa lt menga ljukaln Perjalnjialn tertulis ya lng disa lhka ln 

oleh pegalwa li pencaltalt Perkalwina ln altalu notalris, setelalh malnal 

isinya l berla lku juga l terha ldalp piha lk ketiga l sepa lnja lng piha lk 

ketiga l tersalngkut”. 

2) Pa lsa ll 29 alya lt (1) Undalng-unda lng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng 

Perka lwinaln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesia l Nomor 

1974 Nomor 1, Talmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 

Indonesia l Nomor 3019) tidalk mempunya li kekua ltaln hukum 

mengika lt sepalnjalng tida lk dimalkna li “pa ldal wa lktu, sebelum 
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dilalngsungka ln a lta lu selalmal da llalm ikalta ln Perka lwinaln kedual 

belalh piha lk a ltals persetujualn bersa lmal da lpa lt menga ljukaln 

Perjalnjialn tertulis ya lng disa lhka ln oleh pega lwa li pencaltalt 

Perka lwinaln a ltalu notalris, setelalh malna l isinya l berla lku jugal 

terhalda lp pihalk ketigal sepa lnjalng piha lk ketiga l tersa lngkut”. 

3) Pa lsa ll 29 Alya lt (3) Unda lng-unda lng Nomor  1 Ta lhun 1974 

tentalng Perka lwina ln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesial 

Talhun 1974 Nomor 1, Ta lmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 

Indonesia l Nomor 3019) bertentalnga ln denga ln Unda lng-unda lng 

Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l Ta lhun 1945 sepa lnjalng tida lk 

dimalkna li “Perjalnjialn tersebut mulali berla lku sejalk Perka lwina ln 

dilalngsungka ln, kecualli ditentukaln lalin dalla lm Perjalnjialn 

Perka lwinaln” 

4) Pa lsa ll 29 Alya lt (3) Unda lng-unda lng Nomor  1 Ta lhun 1974 

tentalng Perka lwina ln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesial 

Talhun 1974 Nomor 1, Ta lmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 

Indonesia l Nomor 3019) tidalk mempunya li kekua ltaln hukum 

mengika lt sepalnjalng tida lk dimalkna li “Perjalnjialn tersebut mulali 

berlalku sejalk Perkalwinaln dilalngsungkaln, kecualli ditentukaln 

lalin dallalm Perjalnjialn Perkalwinaln”; 

5) Pa lsa ll 29 Alya lt (4) Unda lng-unda lng Nomor 1 Talhun 1974 

tentalng Perka lwina ln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesial 

Talhun 1974 Nomor 1, Ta lmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 
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Indonesia l Nomor 3019) bertentalnga ln denga ln Unda lng-unda lng 

Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l Ta lhun 1945 sepa lnjalng tida lk 

dimalkna li “selalmal Perkalwina ln berla lngsung Perja lnjialn 

Perka lwinaln dalpa lt mengenali halrtal Perkalwina ln altalu Perjalnjialn 

lalinnya l, tida lk da lpa lt diubalh a ltalu dicalbut, kecualli bilal da lri kedual 

belalh piha lk a ldal peersetujualn untuk menguba lh a lta lu mencalbut, 

da ln perubalhaln a ltalu pencalbutaln itu tida lk merugikaln pihalk 

ketiga l”; 

6) Pa lsa ll 29 Alya lt (4) Unda lng-Unda lng Nomor 1 Talhun 1974 

tentalng Perka lwina ln (Lemba lra ln Nega lra l Republik Indonesial 

Talhun 1974 Nomor 1, Ta lmbalha ln Lemba lra ln Nega lra l Republik 

Indonesia l Nomor 3019) tidalk mempunya liiiiii kekua ltaln hukum 

mengika lt sepalnjalng tida lk dimalkna li “selalmal Perka lwina ln 

berlalngsung Perja lnjialn Perka lwinaln da lpa lt mengenali ha lrtal 

Perka lwinaln a ltalu Perjalnjialn la linnya l, tida lk dalpa lt diubalh a ltalu 

dicalbut, kecualli bilal da lri kedual belalh piha lk alda l peersetujualn 

untuk menguba lh alta lu mencalbut, da ln perubalha ln altalu 

pencalbutaln itu tidalk merugikaln pihalk ketiga l”; 

b. Memerintalhka ln pemualtaln Putusa ln ini da llalm berital Nega lra l 

Republik Indonesial seba lga limalna l mestinya l; 

c. Menolalk permohonaln pemohon untuk sela lin daln selebihnya l. 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

tersebut perlu untuk kembali dikaji secara lebih mendalam, berdasarkan 
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pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal 

bolehnya melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan 

perkawinan, dimana awalnya perjanjian perkawinan  hanya dapat 

dilakukan pada saat sebelum perjanjian perkawinan, adalah satu putusan 

yang bernilai kesejahteraan terlebih kepada pasangan suami isteri yang 

belum menyadari akan pentingnya perjanjian perkawinan.  

Beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan  perihal perjanjian 

perkawinan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia  

Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.JB. dalam kasus tersebut pemohon I dan 

pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 

2013 yang dicatatoleh KUA  Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya 

sesuai akta  nikah Nomor 659/14/XII/2013. Bahwa pemohon I dan 

pemohon II  memiliki penghasilan masing-masing, sehingga tidak 

memerlukan bantuan dalam bidang ekonomi terhadap pihak masing-

masing.  

Bahwasanya pada 12 Februari 2018 pemohon I dan pemohon II 

telah melakukan perjanjian perkawinan dihadapan Dewi Susiana seorang 

Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. 

Maka konsekuensinya pemohon I dan pemohon II menginginkan 

pertanggungjawaban terhadap harta bersama sampai kepada harta pribadi 

masing-masing menjadi hak milik pribadi.  Seharusnya pihak pemohon I 

dan Pemohon II melakukan perjanjian perkawinan pada saat sebelum 
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perkawinan dilakukan, namun disebabkan karena kealpaan pihak pemohon 

perjanjian perkawinan baru dilakukan setelah perkawinan dilakukan.  

Maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh 

hakim Mahkamah Agung berdasarkan permohonan dari pihak pemohon 

untuk melakukan pemisahan harta yang diperoleh dalam perkawinan 

(harta bersama) dengan berlandaskan pada pasal 63 Ayat 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawina 

(beragama islam)  maka hal ini merupakan  wewenan dari peradilan 

agama. Maka tertanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan permohonan yang 

telah diajukan oleh pemohon I dan pemohon II sebagai pihak yang 

memiliki kepentingan hukum dengan tidak ada perubahan apapun.  

Maka berangkat dari pasal 29, pasal 63 ayat 1 dan putusan MK 

Nomor 69/PUU-XII/2015 dan sesuai fakta-fakta  yang telah dijelaskan  

dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim 

mengabulkan permohonan para pemohon serta menyatakan tertanggal 

mulai penetapan akta perjanjian telah terjadi pemisahan harta antara 

pemohon I dan pemohon II dengan bukti pencatatan yang terdaftar di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya di 

temapt perkawinan para pemohon dilakukan dan dicatatkan. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2113/Pdt.P/2019/PN.Bks 

berisikan tentang Pemohon I Nimas Nur Cahya Utama dan Pemohon II 

Bachar Jazmati. Bahwasanya perkawinan kedua belah pihak merupakan 

perkawinan campuran. Tercatat pada tanggal 12 Mei 2017  di Bandung, 
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Bali sesuai penjelasan yang dituliskan di dalam buku nikah 

0157/020/V/2017. Pihak I merupakan Warga Negara Indonesia dan 

Pemohon II adalah Warga Negara Asing (Perancis). Sesuai dengan 

ketentuan yang diatur di dalam ketetapan Pasal 57 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974:  

“yang dimaksud  dengan perkawinan campuran dalam undang-

undang ini ialah  perkawinan antara dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing 

dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” 

Beberapa putusan di atas yang telah penulis tulis berdasarkan 

putusan Mahkamah Agung yang bersinggungan perjanjian perkawinan 

menunjukan bahwa putusnya putusan tersebut berlandaskan pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi, bahwasanya perjanjian perkawinan dapat dilakukan 

pada saat perkawinan dilakukan dan selama  dalam ikatan perkawinan 

berlangsung. Namun dalam putusan lainnya ada juga putusan yang 

dilahirkan  oleh Mahkamah Agung tidak berlandaskan pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi, bahwa pasangan suami isteri yang melakukan 

perjanjian perkawinan dapat dilakukan ketika perkawinan telah dilakukan, 

namun tidak merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XII/2015.  

Hal ini membuktikan bahwa  putusan yang dilahirkan oleh 

Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 masih 

belum dilaksanakan dan dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga hukum yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam 
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menetapkan hukum. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi 

No. 69/PUU-XII/2015 pelaku perkawinan yang alpa dalam melakukan 

Perjanjian Perkawinan, sehingga dapat melakukan Perjanjian Perkawinan 

untuk mengatur harta kekayaan bersama selama dalam ikatan perkawinan 

dengan kesepakatan bersama dan disahkan oleh pihak ketiga sebagai bukti 

outentik jika dikemudian hari dibutuhkan  sebagai bukti nyata apabila 

terjadi persengketaan dan pembaharuan.   

B. Perspektif Gender Terhadap Perjanjian Perkawinan  Pasca Putusan 

MK NOMOR 69/PUU-XII/2015 

Alda lnya l Perja lnjialn Perkalwina ln balik pa ldal sa la lt alkaln melalngsungka ln 

pernikalha ln malupun sa la lt sudalh  menikalh malmpu menjaldikaln pemeralta laln 

a ltalu distribusi halk daln kewaljibaln ba lgi kedual ora lng ya lng mela lkukalnnya l. 

Pemeraltala ln halk da ln kewaljibaln disepa lkalti kedual pihalk ya lng 

melalngsungka ln pernikalha ln denga ln tujualn ya lng da lpa lt disesualika ln denga ln 

peraltura ln perundalng-unda lngan ya lng berlalku mengenali Perkalwina ln 

a ltalupun sesua li kesepalka ltaln ya lng disetujui bersalma l. Perjalnjialn Perkalwinaln 

juga l memiliki dalmpalk ba lgi kelua lrga l kedual piha lk kalrena l Perjalnjialn 

tersebut jugal tidalk ja luh membicalra lka ln ha lrtal ba lwa laln da ln halrta l bersalmal 

ya lng ha lrus dibeda lka ln da ln juga l diberika ln pemalha lmaln kepa ldal kedua l 

kelualrga l pa lra l piha lk ya lng membentuk Perjalnjialn Perka lwinaln. Perja lnjialn 

Perka lwinaln tentu menjaldi unda lng-unda lng ba lgi merekal ya lng membualtnya l 

da ln juga l ya lng memiliki kepentingaln dida lla lmnya l. 
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Secalra l spesifik, Perjalnjialn Perka lwinaln dia ltur dallalm palsa ll 29 alya lt 

(1), a lya lt (2), a lya lt (3), da ln a lya lt (4) UU Perka lwinaln Ta lhun 1974,
69

 ya lng 

menya lta lka ln ba lhwa l sua ltu Perjalnjialn Perka lwinaln da lpa lt dikaltalka ln telalh sa lh 

bilalmalna l tidalk melalngga lr ba ltals-ba lta ls hukum, alga lma l, daln kesusilala ln sertal 

telalh disalhka ln oleh pega lwa li pencalta lt Perka lwinaln. Na lmun setelalh 

dikelualrkalnnya l Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

tentalng Perja lnjialn Perka lwina ln ya lng menga lkibaltkaln ma lkna l da lri Perjalnjialn 

itu sendiri. Berdalsa lrka ln Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi, kini Perjalnjialn 

tidalk lalgi berma lknal Perjalnjialn ya lng dibua lt sebelum Perkalwinaln a ltalu palda l 

sa la lt Perkalwina ln dilalngsungka ln tetalpi juga l bisal dibua lt setelalh Perka lwinaln 

berlalngsung. Denga ln demikia ln, Putusa ln Ma lhka lmalh Konstitusi memberi 

kelelualsa ln dalla lm menga ldalka ln Perjalnjialn Perkalwina ln. Alda lnya l Putusa ln 

Ma lhka lmalh Konstitusi ini alkibalt dalri dikalbulka lnya l permohonaln Ike 

Fa lrida l, sela lku pemohon, secalra l bersya lra lt, seora lng wa lrga l Nega lra l Indonesia l 

ya lng menika lh denga ln wa lrga l nega lra l Jepalng. Ma lhka lma lh Konstitusi 

memberi talfsir tentalng Pa lsa ll 29 a lya lt (1), a lya lt (3), da ln a lya lt (4) Unda lng-

Unda lng Nomor 1 Ta lhun 1974 tentalng Perka lwinaln. 

Da llalm pertimbalnga lnnya l, Ma lhka lma lh Konstitusi, memberikaln 

ga lmba lra ln balhwa l tujualn dibualtnya l Perja lnjialn Perka lwina ln alda llalh 

1. Memisalhka ln ha lrtal keka lya la ln a lntalra l piha lk sua lmi denga ln piha lk istri 

sehingga l ha lrtal kekalya la ln merekal tidalk tercalmpur. Oleh kalrenal itu jikal 

sua ltalu sa la lt merekal bercerali, halrta l da lri malsing-ma lsing piha lk 
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terlindungi, tidalk alda l perebutaln ha lrtal kekalya la ln bersa lma l a ltalu gono-

gini. 

2. Alta ls huta lng ma lsing-ma lsing piha lk ya lng merekal bua lt dallalm 

Perka lwinaln merekal, malsing-ma lsing a lka ln bertalnggungja lwa lb sendiri-

sendiri. 

3. Jikal sa llalh sa ltu pihalk ingin menjua ll halrtal kekalya la ln merekal tidalk perlu 

memintal ijin dalri palsa lnga lnnya l (sua lmi/ istri) 

4. Da ln juga l denga ln fa lsilitals kredit ya lng merekal a ljukaln, tida lk lalgi ha lrus 

memintal ijin terlebih dalhulu dalri palsa lnga ln hidupnya l da llalm hall 

menjalminkaln alset ya lng terda lfta lr alta ls na lma l sa llalh sa ltu dalri merekal. 

Pa lda l talhun 2015, Ma lhkalma lh Konstitusi menega lskaln ba lhwa l 

denga ln da lpaltnya l Perjalnjialn Perka lwinaln dilalkuka ln tidalk ha lnya l pa ldal sa lalt 

sebelum Perkalwinaln berla lngsung, seba lga limalnal dia ltur dalla lm Pa lsa ll 1338 

a lya lt (1) KUHPerda ltal.
70

 Dima lna l kebebalsa ln berkontralk a lda llalh kebebalsa ln 

individu ya lng merupa lka ln titik tolalknya l a lda llalh kepentinga ln individu juga l. 

Ketentua ln ya lng a lda l sa la lt ini halnya l menga ltur Perjalnjialn Perka lwina ln ya lng 

dibualt sebelum altalu pa lda l sala lt Perkalwina ln dialngsungka ln.  Ma lhka lmalh 

Konstitusi meperluals ma lksa l da llalm pa lsa ll 29 a lya lt 1, 3, da ln 4 Unda lng-

Unda lng Perka lwina ln sesua li denga ln permohonaln uji malteri ya lng 

dimohonkaln oleh pelalku pernikalha ln calmpura ln Ike Fa lrida l. Dallalm 

Putusa lnnya l Perja lnjialn Perkalwinaln denga ln memperluals kebutuhaln hukum 

a lntalra l kedual belalh pihalk. Da llalm Alma lr Putusa lnnya l: 
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“palda l wa lktu, sebelum dilalngsungka ln a lta lu selalma l da llalm ikalta ln 

Perka lwinaln kedua l belalh pihalk a ltals persetujun bersalmal da lpa lt 

menga ljukaln Perja lnjialn tertulis ya lng disa lhkaln oleh pega lwa li 

pencaltalt nika lh a ltalu nota lris, setelalh ma lna l isinya l berla lku juga l 

terhalda lp pihalk ketigal spa lnja lng piha lk ketiga l tersa lngkut” 

 

Seda lngka ln ya lng disebutkaln da llalm pa lsa ll 29 alya lt 3 merupalka ln 

inkonstituonall: 

“Perjalnjialn tersebut mulali berlalku seja lk Perkalwina ln dilalngsungka ln 

kecualli ditentukaln lalin dallalm Perjalnjialn Perkalwina ln.” 

 

Sementalral da llalm Pa lsa ll 29 Alya lt 4 inkontituona ll bersya lra lt: 

“Selalmal Perkalwina ln berlalngsung, Perja lnjialn Perkalwina ln dalpa lt 

mengena li halrtal Perkalwina ln alta lu Perjalnjia ln lalinnya l, tida lk dalpa lt 

diubalt alta lu dicalbut, kecualli kedual belalh pihalk alda l persetujualn 

untuk mnguba lh a ltalu mencalbut, da ln peruba lhaln a ltalu penca lbutaln 

itu tidalk merugika ln pihalk ketiga l.” 

 

Da llalm Putusa ln Malhka lmalh Konstitusi menyebutka ln balhwa l palsa ll 

29 Unda lng-Unda lng Perka lwina ln halnya l menga ltur tentalng Perja lnjialn 

sebelum pernikalha ln merupalkaln sebualh Perjalnjialn ya lng dila lksa lnalka ln 

sebelum Perkalwina ln berlalngsung. Pa lda lha ll dallalm reallitals sosia ll balnya lk 

sua lmi istri ya lng melalkuka ln Perjalnjialn Perkalwina ln kalrenal a ldalnya l a lla lsa ln 

tertentu, sementalral da llalm pralktiknya l, sa lalt Perjalnjialn pra l nikalh 

dilalngsungka ln da ln disa lhka ln denga ln a lktal nota lris, menurut Malhka lmalh 

Konstitusi dalla lm Palsa ll 29 alya lt (4) Unda lng-unda lng Perka lwina ln ternya lta l 

telalh mengekalng kebeba lsa ln berkontra lk seseoralng. Fra lsa l tersebut 

membaltalsi kebebalsa ln kedua l ora lng individu untuk melalkuka ln a ltalu ka lpa ln 

a lkaln melalkukaln “Perjalnjialn”. Ka lrenal seseoralng pa lda l alkhirnya l tidalk da lpalt 
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membualt Perjalnjialn kalwin. Jikal tidalk dila lkukaln “pa ldal sa la lt alta lu sebelum 

Perka lwinaln dilalngsungka ln.  

Ma lka l ketentualn da lla lm Unda lng-Unda lng Perka lwina ln di a ltals 

bertentalng denga ln pa lsa ll 28 E Alya lt 2 UUD 1945 “Pa lda l walktu alta lu 

sebelum dilalngsungka ln” da llalm Pa lsa ll 29 Alya lt 1 “selalma l Perkalwina ln 

berlalngsung” da lla lm pa lsa ll 29 Alya lt 4 Unda lng-Unda lng Perka lwina ln 

memiliki pertentalnga ln da lla lm UUD 1945 selalmal da lla lm ikaltaln Perka lwina ln. 

Na lmun kebebalsa ln berkontralk ya lng dima lksud dialta ls, tidalk sepenuhnya l 

bebals mutlalk, ka lrenal ma lsih alda l beberalpal pembaltalsa ln ya lng diberikaln oleh 

pa lsa ll-pa lsa ll KUHPerda ltal terhaldalp a lsa ls ini ya litu alsa ls tidalk terbalta ls.  Dalla lm 

pa lsa ll 1320 a lya lt (1) menentukaln ba lhwa l Perjalnjialn tidalk sa lh a lpa lbila l dibualt 

talnpa l a ldalnya l kesepa lka ltaln da lri pa lral piha lk ya lng membua ltnya l. Ketentua ln 

tersebut mengalndung pengertia ln ba lhwa l kebebalsa ln sua ltu piha lk untuk 

menentukaln isi Perjalnjialn diba ltalsi oleh kesepalka ltaln piha lk lalinnya l. Pa lsa ll 

1320 a lya lt (2) menya lta lkaln ba lhwa l kebebalsa ln ora lng untuk membua lt 

Perjalnjialn diba ltalsi kecalka lpa lnnya l untuk membualt Perjalnjialn. Pa lsa ll 1337 

menentukaln ba lhwa l palra l pihalk tidalk bebals untuk membualt Perjalnjialn ya lng 

menya lngkut kua lsa l ya lng dila lralng oleh Unda lng-Unda lng. Menurut Undalng-

Unda lng seba lb itu hallall a lpa lbilal tidalk dilalra lng oleh unda lng-unda lng da ln 

bertentalnga ln denga ln ketertibaln umum dala ln kesusilala la ln.  

Da llalm Putusa ln ini ja lngka l wa lktu pembualta ln Perjalnjialn 

Perka lwinaln, Ma lhkalma lh Konstitusi juga l menega lska ln balhwa l  meskipun 

Ma lhka lmalh Konstitusi memberikaln pelua lng untuk a lda lnya l Perjalnjialn 
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Perka lwinaln dibualt kalpa lnpun daln oleh sialpa lpun kewalrga lnega lra la lnya l.  

Tetalpi sualmi istri ya lng berkewa lrga lnega lra la ln alsing teta lp tidalk bisal 

memiliki halk milik halk guna l ba lnguna ln denga ln allalsa ln a lpalpun. Secalral 

terperinci putusalm MK memberikaln tiga l ga lris besa lr da lla lm Perjalnjialn 

Perka lwinaln, ya litu: 

1. Perjalnjialn Perka lwinaln da lpa lt dibualt sepalnja lng Perka lwina ln berlalngsung 

2. Perjalnjialn Perka lwina ln selalra ls denga ln a lsa ls kebebalsa ln berkontralk 

da llalm palsa ll 1338 KUHPerda lta l 

3. Perjalnjialn Perka lwinaln tidalk bertentalnga ln denga ln a lsa ls na lsiona llitals 

Selalin lalra lnga ln umum ya lng tida lk boleh melalngga lr ketertibaln 

umum, kesusilala ln, KUHPerda lta l juga l memualt lalra lnga ln-la lra lnga ln ya lng 

tidalk boleh dimualt da llam sualtu Perjalnjialn Perka lwinaln,
71

 ya litu: 

1. La lra lnga ln Perja lnjialn Perka lwina ln ya lng mengha lpuska ln kekua lsa la ln sua lmi 

seba lga li kepallal ruma lh talngga l, a lta lu 

2. Mengha lpuska ln kekua lsa lalnya l seba lga li a lya lh, a ltalu 

3. Kehila lnga ln ha lk-ha lk sua lmi a ltalu istri ya lng ditingga ll ma lti 

4. La lra lnga ln membualt Perja lnjialn ba lhwa l sua lmi alka ln memikul sua ltu 

ba lgia ln ya lng lebih besa lr da llalm alctival da lripalda l ba lgia lnnya l da lla lm   

malksudnya l la lra lnga ln ini a lga lr sua lmi istri itu menguntungka ln diri untuk 

kerugia ln pihalk-piha lk ketiga l 

5. La lra lnga ln memperjalnjikaln hubunga ln sua lmi istri alkaln dikualsa li oleh 

hukum dalri sua ltu nega lral a lsing 
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Wujud ketidalka ldilaln gender ya lng terja ldi sebelum Putusaln MK 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 da lla lm Palsa ll 29 UU Perka lwinaln a ldalla lh tidalk 

a ldalnya l kekua lta ln hukum ya lng mengika lt setelalh Perjalnjialn Perka lwina ln 

dibentuk. Ha ll ini disebalbka ln alda lnya l albsensi kewenalnga ln pega lwa li 

pencaltalt Perkalwina ln altalu notalris dalla lm nomenklaltur palda l UU Perka lwinaln 

sehingga l memiliki sifalt multitalfsir. Ketidalkhaldira ln pega lwa li pencaltalt 

Perka lwinaln alta lu notalris selalku alhli hukum ya lng berwena lng menjaldikaln 

Perjalnjialn tersebut tidalk alka ln dipermalsa llalhka ln bilal terjaldi pelalngga lra ln 

pa lral piha lknya l.  

Ketida llka ldilaln daln diskriminalsi terhalda lp gender merupalka ln sebualh 

keniscalya la ln da llalm struktur sosia ll malsya lralka lt, dimalnal seora lng la lki-la lki 

da ln perempualn menjaldi objek korbalnnya l, ketidalka ldilaln gender juga l 

termalnifestalsikaln dalla lm bentuk-bentuk diskriminalsi terhalda lp tindalka ln 

lalki-la lki da ln perempualn da llalm sosia ll malsya lra lka lt.  

Alkiba lt la linnya l a lda lla lh munculnya l jura lng ma lrgina llisa lsi da ln 

subordina lsi ya lng leba lr menginga lt tida lk alda lnya l piha lk berwenalng. 

Keha lrusa ln pembentukaln Perjalnjialn Perka lwinaln sebelum alda lnya l Putusa ln 

tersebut dilalksa lnalka ln sebelum Perkalwina ln terjaldi kalrena l cital-cital 

pernikalha ln aldalla lh melalngsungka ln pernikalha ln selalmalnya l. Na lmun, 

dinalmikal pernikalha ln tentu memiliki hall ya lng bersifa lt horizontall. Alrtinya l 

pa lsti alkaln menjumpali konflik ya lng menga lra lh pa ldal malrgina llisa lsi daln 

subordina lsi tersebut. Ha ll ini bisal dilihalt dalri sa llalh saltu jenis kelalminya l 

terbaltalsi da llalm ha ll keputusaln politik, kekeralsa ln seksua ll, daln kekeralsa ln 
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fisik ya lng menimbulkaln alda lnya l penyimpalnga ln da lla lm seks, kekeralsa ln 

fisik ya lng bisa l disebut denga ln subordina lsi daln malrgina llisa lsi. Contoh 

malrgina llisa lsi daln subordinalsi ya lng terbentuk dalri konstruksi sosiall ya lng 

a ldal a ldalla lh menomordualka ln gender perempualn ya lng menjaldi istri untuk 

mengurus a lna lk, da lpur da ln urusa ln ruma lh la linnya l. Ha ll-ha ll tersebut da lpa lt 

dicega lh denga ln membentuk Perjalnjialn Perka lwinaln ba lik sebelum 

dilalngsungka lnnya l pernikalha ln malupun setelalhnya l.  

Seda lngka ln diskriminalsi berupa l pelalbelaln nega ltif a ltalu bia lsa l disebut 

stereotype bisal terjaldi terhalda lp sa llalh sa ltu jenis kelalmin. Contohnya l, 

da llalm palnda lnga ln ma lsya lra lka lt ba lhwa l lalki-lalki ya lng beha lk mencalri nalfka lh,  

ya lng menga lkiba ltkaln malsya lra lka lt memiliki palnda lnga ln terhalda lp permpualn 

ba lhwa l perempualn tidalk berha lk untuk bekerjal. Ha ll seperti ini ya lng 

membualt perempualn memiiki pelalbelaln nega ltif alta lu stereotype. 

Selalnjutnya l, kekeralsa ln alta lu violence ya lng dia lngga lp oleh 

kebalnya lka ln malsya lra lka lt terjaldi palda l perempualn kalrenal merekal 

beralngga lpa ln ba lhwa l perempualn memiliki fisik ya lng lema lh. Kekeralsa ln ini 

bisa l berupal kekeralsa ln fisik seperti ya lng terjaldi dallalm rumalh ta lngga l da ln 

kekeralsa ln mentall seperti pelecehaln seksua ll.  

Kemudia ln, beba ln kerjal a ltalu bia lsa l disebut double burden, ya lng 

bialsa l dialla lmi oleh perempualn. Jikal diliha lt dallalm halk daln kewaljibaln istri 

memalng istri memiliki talnggung ja lwa lb terhalda lp rumalh, sehingga l beba ln 

kerjal ga lnda l ini diallalmi oleh perempualn ya lng bia lsa lnya l ikut mencalri 
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pekerjalaln dilualr, ya litu pekerjalaln rumalh da ln dilualr rumalh ya lng 

menga lkibaltka ln terjaldinya l double burden.  

Alka ln tetalpi terwujudnya l kesetalrala ln daln kealdilaln gender ya litu 

tidalk a ldalnya l diskrimina lsi a lntalral perempualn da ln lalki-la lki, denga ln 

demikialn merekal memiliki alkses, pa lrtisipalsi, kontrol daln malnfa la lt. 

Memiliki alkses beralrti memiliki pelua lng a ltalu kesempaltaln untuk 

menga lmbil keputusaln-keputusa ln penting da ln stra ltegis. Da lla lm konteks 

Perjalnjialn Perka lwina ln ini beralrti a ldalnya l persa lmala ln ha lk da ln kewa ljibaln 

untuk mewujudkaln kesetalrala ln daln kea ldila ln gender ba lgi kedua l mempelali 

ya lng a lka ln da ln suda lh melalngsungka ln pernikalha ln.  

Jikal melihalt reallitals sosia ll memalng da lla lm pernikalhaln malsih a ldal 

beberalpa l ketidalka ldilaln gender, bisa l dilihalt dalri salla lh sa ltu jenis kelalminya l 

terbaltalsi dalla lm hall pengalmbilaln kePutusa ln, kekeralsa ln seksua ll, daln 

kekeralsa ln fisik ya lng menimbulkaln alda lnya l penyimpa lnga ln da lla lm seks, 

ya lng bisa l disebut denga ln subordinalsi da ln malrgina llisa lsi ya lng na lntinya l bisa l 

menimbulkaln stereotype dimalna l perbeda laln da llalm hall tindalka ln, peraln, 

ka lralkteristik emosionall, daln mentallitals a lntalra l lalki-la lki daln perempualn 

da llalm reallitals kehidupa ln sosia ll, ya lng dinilali dalla lm penga lruh sosia ll, 

buda lya l ma lsya lra lka lt. Pa lnda lnga ln ma lsya lra lka lt balhwa l la lki-la lki ya lng berha lk 

mencalri nalfkalh, da ln perempualn tidalk berhalk untuk bekerjal, ya lng 

menga lkibaltka ln kekeralsa ln (violence) ya lng dia lngga lp oleh kebalnya lka ln 

malsya lra lka lt terjaldi pa lda l perempualn ka lrena l beralngga lpa ln ba lhwa l perempua ln 
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memiliki fisik ya lng lema lh. Pa lda l a lkhirnya l beberalpal perempualn memilih 

untuk bekerjal sehingga l terjaldi double burden.  

Urgensi perjanjian perkawinan adalah menjamin hak-hak wanita 

dalam melindungi mereka dari perlakuan diskriminasi, perbedaan  ini 

dapat terjadi karena dugaan stereotype, sikap dan tingkah laku yang 

ditujukan pada perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis 

perempuan dan laki-laki. Didasarkan pengalaman perempuan selama ini, 

yang mengalami pembedaaan atas jenis kelamin. Serta dapat mengatur 

penyelesaian dari masalah yang timbul selama perkawinan seperti dapat 

menimbulkan sikap saling terbuka antara pasangan dalam hal keuangan, 

menghindari dari maksud  buruk salah satu pasangan seringkali menjadi 

sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. 

Menikah  kemudian  mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta 

gono gini.  Dengan adanya perjanjian ini  makan akan melindungi harta 

benda, tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut 

terutama mengenai biaya hidupa anak dengan tujuan untuk 

mensejahterakan anak dan memenuhi kebutuhan anak. Istri dan anak dapat 

terhindar dari perilaku semena-mena suami yang  tidak bertanggung 

jawab. Misalnya bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, 

sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan agar kewarganegaraan 

anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran dapat mengikuti 

kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan 

istri terhindar dari adanya kekerasan rumah tangga, dalam fisik maupun 
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psikis, misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh 

bekerja, menuntuk ilmu lagi, karena tidak jarang terjadi 

ketidakseimbangan dalam berinteraksi antara suami dan istri, salah satu 

pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang 

terendahkan dan terkekang dalam berekspresi.  

Komitmen suami  istri tersebut juga memerlukan dukungan dari 

istri, dimana seorang istri juga mempunyai peran yaang sama besarnya, 

sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga 

sakinah mawaddah wa rahmah merupakan kewajiban dan hak bersama 

antara suami istri. Oleh karena itu dalam perspektif gender kewajiban dan 

hak istri dirumuskan atas dasar kesetaraan dan keadilan dimana mereka 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Hal yang membedakannya 

adalah tugas reproduksi (bersifat kodrati) bagi perempuan dan bagi suami 

berkewajiban memberikan jaminan perlindungan fisik dan ekonomi.   

Wa lla lupun dallalm pernikalha ln malsih alda l beberalpal bentuk 

ketidalkaldilaln gender, tetalpi denga ln a lda lnya l Putusa ln MK Nomor 69/PUU-

XIII/2015 ya lng mewujudkaln a lsa ls kepa lstialn hukum ya lng sebelumnya l 

dialngga lp tida lk memiliki kekualta ln hukum ya lng tetalp. Ka lrena l jikal dilihalt 

da lri historisnya l, da lri za lma ln Yuna lni kuno, ya lng bera lngga lpa ln ba lhwa l 

Perempualn ha lnya l dipa lnda lng seba lga li a llalt penerus genera lsi da ln sema lcalm 

pembalntu rumalh talngga l serta l pelepals na lfsu seksua ll lelalki, hingga l da lla lm 

sejalra lh Indonesia l pa lda l sa la lt munculnya l reformalsi orde ba lru pera ln da ln 

gera lka ln perempualn. Mela llui sistem ya lng dibentuk oleh pemerintalh ba lhwa l 
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perempualn dipusaltkaln di ralnalh domestik Perempualn bisa l bekerjal, 

memimpin usalha l a ltalupun orga lnisa lsi, teta lpi peraln merekal ma lsih seba lga li 

istri/ibu. Sa lmpali a ldalnya l Unda lng-unda lng ya lng ka litalnnya l denga ln 

perlindunga ln halk-ha lk perempua ln, pemerintalh melallui PERMAl No 3 

Talhun 2017 tenta lng keduduka ln perempua ln di ha ldalpa ln hukum,
72

 bisa l 

menjaldi sa llalh sa ltu pa lyung hukum ya lng da lpa lt diguna lka ln seba lga li 

pertimbalnga ln oleh ha lkim da lla lm memutusalka ln Putusa ln da lri a lkiba lt 

Perka lwinaln, da llalm hall ini kalitalnnya l denga ln Perja lnjialn Perkalwina ln. Ha lk 

perempualn ya lng bisa l dikaltalka ln ralwa ln untuk mendalpa ltkaln ketidalka ldilaln 

da llalm kalitalnnya l pera ln merekal da llalm urusa ln ha lrtal, da lpalt dialdili denga ln 

a ldalnya l PERMAl No 3 Ta lhun 2013. Ma lkna l dalri terwujudnya l kepalstia ln 

hukum a ldalla lh a ldalnya l potensi keseta lrala ln da ln kealdilaln gender ya lng 

beralsa lska ln kea ldilaln talnpa l diskriminalsi ba lgi perempualn da ln la lki-la lki.
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 PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pekara perempuan behadapan dengan hukum  
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BAlB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Da llalm penelitialn penulis menunjukaln ba lhwa l ya lng menimbulkaln 

permalsa llalha ln diskriminalsi terhaldalp perempualn da llalm ruma lh talngga l bisa l 

diminimallisir dengaln diberlalkuka lnnya l Perjalnjialn Perkalwina ln, denga ln 

a ldalnya l Putusa ln MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ya lng menga lta lkaln balhwa l 

Perjalnjialn Perka lwinaln bisa l dilalngsungka ln  sebelum pernikalha ln altalu 

setelalh pernikalha ln berlalngsung sesua li kebutuhaln hukum kedua l belalh 

pihalk seba lga li upa lya l merespon isu gender, Perjalnjialn Perka lwina ln bisa l 

dilalkuka ln da llalm semual ha ll, a lsa llka ln melindungi ha lk-ha lk perempualn da ln 

Perjalnjialnnya l sesua li denga ln kalidalh hukum daln teori kebenalraln ya lng 

dialkui da llalm malsya lra lka lt. Kemudia ln kalita lnnya l denga ln perlindunga ln ha lk-

ha lk perempualn, pemerintalh melallui PERMAl No 3 Ta lhun 2017 tenta lng 

kedudukaln perempualn di halda lpa ln hukum, bisal menjaldi sallalh sa ltu palyung 

hukum ya lng da lpa lt diguna lka ln sebalga li pertimbalnga ln oleh ha lkim dallalm 

memutuskaln Putusaln da lri alkiba lt Perkalwina ln, dallalm hall ini kalitalnnya l 

denga ln Perja lnjialn Perka lwinaln. Ha lk perempualn ya lng bisa l dika lta lka ln ralwa ln 

untuk mendalpa ltkaln ketidalk aldilaln da llalm kalitalnnya l pera ln merekal dallalm 

urusa ln ha lrtal, da lpa lt dia ldili dengaln a lda lnya l PERMAl No 3 Ta lhun 2013. 

Alrtinya l denga ln terwujudnya l kepa lstialn hukum a lda llalh a lda lnya l potensi 

kesetalra laln da ln kealdilaln gender ya lng bera lsa lska ln kealdilaln ta lnpal 

diskriminalsi balgi perempua ln daln lalki-la lki.  
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B. Salraln  

Da lri pembalha lsa ln daln kesimpulaln palda l penelitialn mengenali 

Perjalnjialn Perka lwinaln Pa lsca l Putusa ln MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

Perpektif Gender, malka l penulis dalpalt memberikaln salra ln kepalda l alpa lraltur 

penega lk hukum untuk dalpa lt memalstikaln a lsa ls-a lsa ls ya lng diteralpka ln da llalm 

peraltura ln perundalng-unda lnga ln a lga lr memenuhi kesetalrala ln daln kealdilaln 

gender. Ha ll pa lling sederha lna l untuk da lpalt mencalpa li tujualn a lsa ls-a lsa ls 

tersebut alda llalh denga ln memberikaln penjelalsa ln palda l substalnsi peralturaln 

perundalng-unda lnga ln a lga lr ma lmpu memenuhi kebutuhaln pa ldal ma lsya lra lka lt 

ya lng seba lgia ln besalrnya l ma lsih alwa lm mengenali substalnsi peraltura ln 

unda lng-unda lng tenta lng Perka lwina ln. 
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